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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pada pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah terdapat
3 (tiga) pihak yakni developer, bank dan konsumen. Konsumen
berada dalam posisi sebagai obyek atau sasaran dari developer
maupun bank. Pada sisi lain konsumen dan bank merupakan obyek
dari developer, karena konsumen atas dukungan bank dengan
fasilitas KPR-nya adalah pembeli unit rumah yang dibangun
developer. Karakter hubungan para pihak dalam pembelian rumah
melalui KPR adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian
(kontraktuil) dan juga hubungan hukum yang terjadi karena undang-
undang. Hubungan hukum yang utama adalah perjanjian jual beli
rumah antara developer dengan konsumen dan perjanjanjian pinjam
mceminjam dengan bunga (perjanjian kredit) antara bank dengan
konsumen. Sedangkan hubungan hukum antara developer dengan
Bank adalah hubungan kemitraan dengan persamaan sasaran atau
obyek yakni konsumen. Dalam hubungan jual beli rumah antara
developer dan konsumen yang dilakukan secara indent, timbul dua
perjanjian vakni perjanjian jual beli rumah (konlraktuil) dan

perjanjian pemborongan (demi hukum dan undang-undang).
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Kescluruhan hubungan para pihak tersebut menimbulkan perikatan
baik dibingkai dalam bentuk perjanjian maupun karena undang-
undang. Perikatan-perikatan tersebut harus dilaksanakan dengan
itikad baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam jual beli rumah ketentuan undang-undang yang harus
dipatuhi adalah BW, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa
Konsturksi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan
hukum bangunan.

b. Developer bertanggung jawab terhadap bangunan rumah yang
dijuainya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tanggug jawab ini
dalam arti luas yakni tanggung jawab secara pidana (responsibility)
dan tanggung jawab perdata atau yang disebut tanggung gugat
(liability). Tanggung jawab secara pidana (responsibility) terjadi jika
developer melakukan suatu perbuatan pidana artinya perbuatan
melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab
pidana developer dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan dalam KUHP, UU Jasa Konstruksi dan UUPK.
Sedangkan tanggung gugat (liability) developer dapat dituntut
berdasarkan pelanggaran ierhadap tidak dipenuinya persyaratan
sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW
seperti melakukan penyesatan/kekhilafan atau penipuan dalam

kesepakaian, dan terhadap pelanggaran oleh developer terhadap
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ketentuan dalam perjanjian (wanprestasi), serta perbuatan melanggar
hukum dari developer (onrechmatigedaad), yakni pelanggaran
terhadap UU Jasa Konstruksi dan UUPK termasuk pelanggaran
terhadap hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
UUPK. Developer bertanggung gugat terhadap kualitas bangunan
rumah sampai dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun
setelah penyerahan akhir bangunan rumah (setelah selesainya masa
pemeliharaan), baik berdasarkan ketentuan dalam BW wmaupun
dalam UU Jasa Konstruksi. Pertanggung jawaban perdata developer
adalah untuk mengganti kerugian, yakni segala biaya, kerugian dan
bunga kepada konsumen, vang dilakukan dengan mengajukan
gugatan melalui ITakim. Tanggung jawab tersebut didasarkan atas
terjadinya kesalahan (fault liability). Tanggung jawab tersebut juga
termasuk tanggung jawab terhadap produk (product liability),
dikarenakan bangunan rumah tersebut disamping sebagai obyek
perjanjian pemborongan juga sekaligus sebagai obyek perjanjian jual

beli.

2.  Saran
a. Dikarenakan konsumen dan bank merupakan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan kualitas rumah yakni konsumen dengan

dukungan fasilitas KPR dari bank membeli rumah dari developer
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KATA PENGANTAR

Tiada sepatah katapun yang dapat kami ucapkan setclah
tersclesainya penulisan lesis ini kecuali ucapan dan persembahan kalimat
tahmid dan tasyakur kehadirat Allah SW!. Karena dari-Nya segala
nikmat, maunah serta hidayah-Nya kami dapat menyelesikan penulisan
tesis ini. Tesis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Devcloper Dalam
Penjualan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” ini kami pilih
menjadi bahan penelitian dalam penulisan tesis, berdasarkan pada
pengalaman kami Developer yang kami dapat, baik dari praktek maupun
pengetahuan dari buku literatur dan perkuliahan.

Dalam praktek yang terjadi sclama imi, masih banyak terjadi
permasalahan-permasalahan  terkait dengan perlindungan konsumen
terhadap pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
dianlaranya yang paling sering muncul adalah masalah perlindungan
konsumen terhadap cacat bangunan rumah atau bilamana terjadinya
kegagalan bangunan. Perlindungan konsumen perumahan adalah
merupakan tanggung jawab developer, dalam arti bilamana konsumen

merasa dirugikan oleh perbuatan developer, maka developer dapat
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dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana (responsibility) maupun

secara perdata (liability) yaitu pertanggung jawaban untuk mengganti

kerugian, biaya dan bunga kepada konsumen.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin
menvampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu
terselesainya Tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak IL Machsoen Ali, SH., MS, Dekan Fakullas Hukum
Universitas Airlangga dan Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Urndversitas Airlangga, yang juga sebagai Ketua
Dewan Penguiji tesis ;

2. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. selaku anggota Dewan
Penguji tesis ;

3. Ibu Sri Handajani, SH. M. Hum, selaku pembimbing dan sekaligus
anggota Dewan Penguji tesis ;

4. Para Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga ;

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga ;
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7. Rekan-rekan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga (HIMMANAIR) ;

8. Qrangtuaku tercinta H. Ngatawi dan HJ. Munawaroh serta saudara-
saudaraku ;

9. Istriku Anifah dan kedua putraku tercinta Fadil Nur Muhammad
dan Fadoil Rafsanjani Atmanegara yang selalu memberikan
dukungan dan semangat ; dan

10. Pihak-pihak lainnya vang telah memberikan dukungan baik moril
maupun materiil.

Kami menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat
kekurangan dan karemanya masih jauh dari sempurna, sebagaimana
pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Unfuk itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan
dikemudian hari.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan bagl pengetahuan
hukum, khususnya dalam hukum notariat di Indonesia dan dapat
meberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT scnantiasa

membimbing dan melindungi kita semua, Amien!

Surabaya, 25 Januari 2006

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

1.  Latar Belakang Masalah

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia
yvang paling utama selain pangan (makanan) dan sandang {pakaian). Olch
karena itu pembangunan perumahan menjadi salah satu sasaran pokok
dari pembangunan di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka
menyediakan perumahan yang layak kepada masyarakat adalah dengan
melakukan pembangunan perumahan baik melalui Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) seperti Perum Perumnas maupun melalui partisipasi dari
pihak pengembang (developer) swasta.

Pembangunan suatu kawasan perumahan membutuhkan investasi
dana yang cukup besar, oleh karenanya pemerintah tidak akan dapat
membiayai sendinn keseluruhan kebutuhan pembangunan perumahan
bagi masyarakat. Pemerintah pada umumnya akan lebih berkonsentrasi
kepada investasi public {publict investment) berupa pembangunan sarana
dan prasarana umum seperti jalan, irigasi, pelabuhan, pasar dan
sebagainya. Dengan public investment ini diharapkan akan meningkatkan
mobilitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sekaligus

menarik minat pihak swasta untuk melakukan investasi di sector-sektor
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lainnya diantaranya pembangunan perumahan sebagai private
mmvestment.

Dalam perkembangannya dewasa ini, penjualan rumah dari
developer kepada masyarakat tidak lagi dilakukan dengan penjualan unit
rumah yang siap huni (ready stock), mclainkan kebanyakan penjualan
dengan cara inden. Penjualan dengan cara inden adalah suatu penjualan
rumah yang sudah didahului dengan ditandatanganinya perjanjian jual
beli antara pembeli dengan developer yang diantaranya berisi kata
sepakal mengenai tipe rumah, lokasi, spesifikasi dan harganya serta
kewajiban pembeli untuk membayar sebagian harga rumah secara
bertahap, tetapi penyerahan rumahnya baru dilakukan kemudian setelah
kewajiban pembeli membayar harga rumah dipenuhi seluruhnya.

Pembangunan perumahan memang lebih banyak diperuniukan bagi
masyarakat menengah ke bawah, sehingga pembangunan perumahan
lebih diarahkan pada pembangunan rumah sederhana (RS) dan rumah
sangat sederhana (RSS). THal ini mengingat kebutuhan masyarakat
khususnya masyarakat menengah ke bawah akan perumahan yang layak
untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya cukup signifikan, tetapi
kemampuan atau daya beli masyarakat yang terbatas schingga harus
dibangun rumah dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat

tersebut.  Salah satu cara untuk membantu masyarakat agar dapat
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memiliki rumah adalah dengan diluncurkan program Kredit Kepemilikan
Rumah (KPR).

Dalam pola KPR tidak seluruh harga rumah dapat dibayar melalui
KPR, mclainkan telah ditetapkan besaran tertentu yang dapat dimintakan
pembayaran melalui KPR yaitu maksimal 90 % (sembilan puluh persen).
Artinya masyarakat pembeli perumahan harus menyediakan dana tunai
minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk uang muka pembelian
rumah tersebut, yang dibayarkan kepada developer. Dalam prosedur
vang demikian, berarti terjadi 2 (dua) tahapan dalam pembelian rumah
melalui sistem KPR. Tahap pertama adalah perjanjian jual beli rumah
antara pembeli dengan developer dimana pembeli wajib membayar lunas
sejumlah uang muka yang telah ditentukan secara bertahap. Tahap kedua
adalah perjanjian kredit antara pembeli dengan bank penyelenggara KPR,
dimana pembeli wajib membayar angsuran pokok dan bunga selama
jangka waktu yang telah disepakati dan rumah tersebut menjadi jaminan
bagi kredit KPR tersebut.

Diantara kedua proses transaksi atau perjanjian dalam pembelian
rumah melajui KPR, terdapat suatu masa transisi yaitu sejak saat uang
muka sudah lunas dan proses penilaian persyaratan KPR hingga saat
penandatanganan perjanjian KPR. Idealnya begitu uang muka lunas,
maka pada saat itu juga dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST)

rumah dari developer kepada pembeli dan kemudian diikuti dengan

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penandatanganan akta jual beli dari developer kepada pembeli bersamaan
dengan penandatanganan perjanjian KPR antara pembeli dengan bank
yang diikuti penandatanganan Akta Pembcbanan Hak Tanggungan
(APHT) atau pemberian Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan
(SKMHT) dimana rumah tersebut selanjutnya digunakan sebagai agunan
bagi kredit KPR.

Namun dalam praktek, pada umumnya terjadi masa transisi
sebagaimana dimaksud di atas, dimana penycrahan rumah dilakukan
pada saat realisasi perjanjian KPR. Pemeriksaan kondisi rumah {(appraisal)
dilakukan oleh pihak bank, sedangkan pembeli pada umumnya pasif
karena posisinya yang lemah sehingga berita acara serah terima (BASY)
dari developer kepada pembeli menjadi hanya formalitas belaka. Posisi
pembeli lemah karena proporsinya atas kepemilikan rumah tersebut
memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan proporsi bank yang
melakukan pelunasan pembayaran harga rumah kepada developer. Pihak
bank tentunya merasa lebih berkepentingan dan lebih berhak atas rumah
tersebut.

Dalam kondisi yang demikian pada umumnya developer
mendapatkan keuntungan dari segi waktu karena developer tidak serta
merta harus menyerahkan segala dokumen atau alat bukti kepemilikan
seperti sertifikat pada saat akad kredit KPR. Penyelesaian dan penyerahan

sertifikat pada umumnya dilakukan pada masa kredit KPR. Selain itu,
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dikarenakan pemeriksaan kualitas bangunan rumah (appraisal) dilakukan
oleh bank, maka sangat berpotensi untuk merugikan pembeli. Hal ini
mengingat bahwa pada umumnya telah terjalin perjanjian kerjasama
antara developer dengan bank mengenai pemberian fasilitas KPR bagi
pembangunan perumahan yang dilakukan oleh developer; bahkan
kebanyakan modal kerja yang digunakan oleh developer berasal dari
pinjaman/kredit dari bank tersebut. Dengan demikian akan ada konflik
kepentingan antara bank dengan developer yang sangat berpotensi untuk
mengalahkan atau merugikan pihak pembeli.

Sebagian besar atau bahkan keseluruhan proses dalam pembelian
rumah dari pembeli kepada developer melalui KPR dilakukan atau
dibantu oleh developer. Dalam kondisi seperti ini, pembeli (pada
umumnya masyarakat menengah ke bawah) mau tidak mau atau suka
tidak suka akan menandatangani segala bentuk formulir atau perjanjian
yang disodorkan kepadanya, bahkan ia merasa sangat dibantu dan
berterimakasih kepada developer. Pembeli hanya mengikuti saja proses
dan prosedur yang telah diatur oleh developer. Pembeli pada umumnya
tidak banyak mengetahui hak-haknya, yang ia tahu hanya bahwa
keinginannya atau kebutuhannya untuk memiliki sebuah rumah telah
terpenuhi sesuai dengan promosi, proses dan prosedur yang telah

ditetapkan oleh developer.
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Pada umumnya formulir-formulir atau perjanjian yang digunakan
dalam proses dan prosedur pembelian rumah secara inden dan melalui
KPR menggunakan pola perjanjian standar (baku). Dengan pola perjanjian
standar ini, maka pada umumnya perjanjian-perjanjian antara developer
dan pembeli dan antara bank dengan pembeli {(perjanjian KPR) dibuat
scbagai akta dibawah tangan. Sedangkan untuk memberikan
perlindungan kepada bank maka dibuatlah akta otentik mengenai
pengakuan utang dari konsumen kepada bank atas dasar perjanjian KPR
tersebut. Atas dasar akta pengakuan utang tersebut, dibuatlah APHT atau
SKMHT antara pembeli dan bank untuk menjamin pelunasan kredit KPR.

Dengan pola perjanjian standar ini, pada umumnya pembeli tidak
terlindungi secara maksimal hak-haknya, khususnya yang terkait dengan
kualitas bangunan rumah, karena masalah kualitas bangunan ini pada
umumnya tidak diuraikan secara jelas, bahkan kebanyakan konsumen
tidak mengerti mengenai kualitas standar suatu bangunan rumah.
Kualitas atau mutu suatu bangunan rumah walaupun tidak dicantumkan
dalam perjanjlan standar, namun sesungguhnya harus memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
(selanjutnya cukup disebut UUJK) dan Keputusan menteri Pekerjaan
Umum Nomor : 20/KPTS5/1986 Tentang Pedoman Teknik Pembangunan

Perumahan Sederhana lidak Bersusun.
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Dalam dunia bisnis, pembeli dikenal dengan sebutan konsumen.
Pengertian konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen {untuk selanjutnya dalam
cukup disebut UUPK). Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan definisi
konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan
dalam BW tidak dikenal sebutan konsumen, melainkan hanya “pembeli”.

Pembeli atau konsumen pembangunan perumahan yang dilakukan
oleh developer pada wmumnya menjadi target dari developer untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dikarenakan developer
mengetahui posisi konsumen yang sangat membutuhkan produknya
berupa rumah. Dalam kondisi yang demikian ditambah dengan segala
upaya yang menarik perhatian konsumen misainya dengan promosi yang
gencar dan kemudahan dalam mempercleh KPR, maka banyak konsumen
yang terfarik dan mau mengikuti kemauan dari developer yang diramu
dalam bingkai perjanjian standar.

Kondisi yang demikian banyak digunakan oleh developer
bekerjasama dengan bank untuk menyiasati konsumen dalam rangka
memperolch keuntungan yang besar dengan jalan pembelian secara
inden dan kualitas bangunan rumah yang rendah tetapi tersembunyi dari

tampak luar bangunan. Dalam kenyataannya, banyak konsumen yang
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kemudian menyadari bahwa kualitas rumah yang mercka beli melalui
kredit KPR tidak memenuhi syarat, namun mereka tidak tahu harus
berbuat apa, sementara kewajibannya mengangsur KPR tctap harus

dipenuhi.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana karakter hubungan para pihak dalam pembelian rumah
melaui KPR ?
b. Bagaimana tanggungjawab developer terhadap kualitas bangunan

rumah setelah adanya perjanjian KPR ?

3. Tujuan Penelitian

a. mengetahui karakter hubungan para pihak dalam pembelian rumah
melalui KPR

b. mengetahui tanggungjawab developer terhadap kualitas bangunan

rumah setelah perjanjian KPR.
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4. Manfaat Penelitian

a. memberikan pendapat hukum kepada masyarakat umum,
khususnya Notaris, pihak bank penyelenggara KPR, developer dan
calon pembeli perumahan bahwa dalam pembuatan perjanjian-
perjanjian dalam rangka pembelian rumah melalui KPR perlu
ditegaskan hubungan atau karakier para pihak ;

b. memberikan pendapat hukum kepada masyarakat, khususnya
Notaris, calon pembeli perumahan, Pengacara atau Advokat, Polisi,
Jaksa dan Hakim, bahwa developer memiliki tanggungjawab
berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas
bangunan walaupun bangunan rumah tersebut telah selesai
dibangun dan kemudian menjadi agunan dalam proses perjanjian

KPR.

5. Kajian Pustaka

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa
pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk
meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada
pertumbuhan wilayah, memperiuas lapangan kerja serta menggerakan

kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan
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kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan
perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan
perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang
terjangkau olch masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan
rendah dan tetap dengan memperhatikan persyaratan minimum bagi
perumahan dan pemukiman yang layak, perlu diperhatikan kondisi dan
pengembangan nilai-nilai social budaya masyarakat, laju pertumbuhan
penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah
dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan
perumahan dan pemukiman harus dapat pula mendorong perilaku hidup
sehat dan tertib scrta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sector
lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan
secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara
pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi dan masyarakat
luas. Untuk membiayai pembangunan perumahan dan pemukiman, maka
lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan periu
ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong
terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik
dan rumah sewa dalam jumlah besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan
iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat
maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang

memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Disamping itu
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perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi
perumahan.!

Pembangunan perumahan merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Perumahan
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia scbagaimana tersebut
dalam tiga urutan pertama dalam 10 Program Pokok Kesejahteraan
Keluarga (PKK) yakni papan (perumahan), sandang dan pangan. GBHN
telah mengamanatkan agar pembangunan perumahan harus dengan
memperhatikan syarat minimum bagi perumahan. Hal ini dimaksudkan
agar perusahaan pembangunan perumahan (developer) tidak hanya
seckedar membangun perumahan untuk mengejar keuntungan yang
sebesar-besarnya, tetapi harus dalam koridor pembangunan perumahan
yang layak, sehat, aman dan serasi. Artinya dalam GBHN secara eksplisit
maupun implisit telah mengamanatkan perlindungan konsumen
perumahan.

Saat ini untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, telah
dikeluarkan UUPK. Dalam penjelasan umum dari UUPK disebutkan
bahwa kondisi dan fenomena dari pembangunan dan perkembangan
perekonomian dapat menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi
yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat

1. Andi Hamzah, dkk, Dasar-Dasar Hiukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h, 2
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promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang
merugikan konsumen. Factor utama yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini
terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Piranti
hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan
usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen
dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya
perusahaan vang tangguh dalam menghadapi persaingan melalu
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang,
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang
lain maupun mahiuk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (pasal 1
angka 2 UUPK). Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen
akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah
konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses
produksi suatu produk lainnya. .Pengertian konsumen dalam UUPK
adalah konsumen akhir. Dalam bisnis perumahan atau real estaie,
konsumen perumahan sudah pasti adalah konsumen akhir (end user).

Perlindungan konsumen dalam UUPK berasaskan pada manfaat,

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta

e - TR D
ot

kepastian hukum (pasal 2 UUPK). Perlindungan konsumen
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diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang

relevan dalam pembangunan nasional tersebut, yakni :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2.  Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.  Asas keseimbangan dimaksudkan untuk membaikan keseimbangan
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materril ataupun spriritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan kesclamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin

kepastian hukum.
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Jika ditafsirkan dari pengertian konsumen scbagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 2 UUPK, maka barang/jasa yang digunakan atau
dipakai oleh konsumen tersebut adalah batang/jasa yang telah tersedia
dalam masyarakat. I1al ini dipertegas lagi dalam pasal 9 ayat (1) huruf e
UUPK dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengikiankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau
seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia. Dalam perdagangan
yang makin kompleks dewasa ini, syarat tersebut tidak mutlak lagi
dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang
(developer) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih
dahulu sebelum bangunannya jadi.?2 Praktek penjualan rumah ini dikenal
dengan istilah penjualan rumah secara inden, artinya setelah ada
kesepakatan antara calon pembeli dan developer dimana calon pembeli
telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian standar
vang ditetapkan olch developer baru kemudian developer melakukan
pembangunan dan penyerahan rumah tersebut kepada pembeli. Hal ini
dilakukan oleh developer untuk ‘menekan biaya dan resiko kerugian,
disamping kondisi konsumen yang pasti akan bersedia karena
keterbatasan yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Dengan system
inden ini dari sisi konsumen dalam hal pembayaran juga diuntungkan
yakni dapat melakukan pembayaran secara angsuran hingga

pembangunan perumahan selesai atau setelah mengangsur uang muka

2 Shidarta, Hukum Perlindungan Kousumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004, h. 9
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secara langsung kepada developer, sisanya kemudian diangsur melalui
KPR kepada bank pelaksana.

Perjanjian standar (baku) sebenarnya dikenal sejak jaman Yunani
Kuno. Plato {423 - 347 SM), misalnya, pernah memaparkan praktk
penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si
penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Dalam
perkembangannya, tentu  saja  penentuan  secara  sepihak  oleh
produsen/ penyalur produk (penjual), tidak lagi sekadar masalah harga,
tetapl mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang
yvang diatur dengan perjanjian standarpun makin bertambah luas.
Menurut sebuah laporan dalam Harvard Law Review pada 1971, 99 %
perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbeniuk perjanjian standar.
Di Indonesia, perjanjian standar bahkan merambah ke sector property
dengan cara~cara yang secara yuridis masih controversial. Misalnya,
diperbolehkan system pembelian rumah susun (strata title) secara inden
dalam bentuk perjanjian standar.3

'lentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif.
Tujuan dibuatnya penanjian standar untuk memberikan kemudahan
(kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena ity,
bertolak dari tujuan #u, Mariam Darus Badrulzaman lalu mendefinisikan
perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan

dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan Sutan Remi Sjahdeni

% Ibid, h. 146
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mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hamper seluruh
klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada
dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan. Adapun yang beium dibakukan hanya beberapa hal, misalnya
yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan bebrapa
hal yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Sjahdeni menekankan,
yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-
klausulnya .t

Berbicara mengenai “konirak”, khususnya “kontrak bisnis” para
pelakunya tidak dapat melepaskan dirinya dari pengaruh global di
bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Ekonomi global dan
perdagangan internasional semakin melampaui batas-batas negara,
karena bisnis transnasional merupakan realita sosial yang sudah diawali
sejak sekitar dua dasa warsa terakhir, dan semakin mengedepan dengan
pengaruh sarana informasi dan komunikasi canggih yang menyebabkan
dunia menjadi tanpa batas atau sekat-sekat lagi. Seperti diketengahkan
oleh futurology Kenichi Ohmae dalam tulisannya tentang “Dunia Tanpa
Batas” (Geogkafik), fenomena kesejagatan ini tidak hanya membentuk
pola dan sistem ekonomi dan bisnis baru yang kontemporer dan dinamik,
juga mempengaruhi sistem hukum terutama yang menyangkut ekonomi
dan bisnis. Contoh yang paling menonjol adalah kebanggaan masyarakat

barat akan “asas kebebasan berkontrak” yang merupakan salah satu unsur

4 Jbid, h. 147
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dasar sebuah kontrak, ternyata tidak bisa dipertahankan dan bergeser ke
arah ketidak-bebasan, antara lain karena berkembangnya pemikiran
fungsi sosial dan manfaat kontrak dalam praktek bisnis. Kenyataan ini
tidak hanya disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, yang
betapapun masih bisa diatasi lewat (klausula) perjanjian pemilihan
hukum negara tertentu dalam suatu kontrak bisnis, melainkan yang lebih
kuat pengaruhnya vaitu lahirnya kontrak-kontrak standar baku yang
dianut oleh pelaku bisnis dalam lintas perdagangan internasional.?

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 Burgerlijk Wetbock (untuk
selanjutnya cukup discbut BW), dinyatakan bahwa perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang Jain atau lebih. Hal ini berarti terjadi suatu perikatan
yang dilahirkan dari suatu perjanjlan. Perjanjian tersebut walaupun tidak
diwajibkan harus selalu dalam bentuk tertulis karena perjanjian dapat
juga dibuat secara lisan, namun dalam dumia bisnis sangat lazim suatu
perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis
ini dalam dunia bisnis dikenal dengan sebutan “kontrak” atau sering
disebut juga “kontrak bisrus”.

Suatu kontrak dapat mempunyai akibat hukum yang mengikat
secara penuh para pihak jika kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian scbagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Bw,

yakni adanya kesepakatan dan kecakapan serta adanya obyek tertentu

5. Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis Menurut Sistem Cioil Law, Common Law, dan
Praktek Dagang Infernasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 1
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dan suatu sebab yang diperbolehkan. Dua syarat yang pertama disebut
dengan syarat subycktif, yang bilamana tidak terpenuhi maka kontrak
yang dibuat dapat dibatalkan (vernietighar atau voidable). Sedangkan dua
syarat berikutnya discbut dengan syarat obyektif, yang bilamana tidak
terpenuhi, maka kontrak yang dibuat menjadi batal demi hukum (nietig
atau void).

Mengenai pembatalan suatu  kontrak sebagai akibat tidak
dipenuhinya syarat subyektif, lebih lanjut diatur dalam pasal 1321 BW
yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan untuk
melakukan pembatalan kontrak yakni apabila kesepakatan itu diberikan
karena kekhilafan atau kesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan
(bedrog). Tiga alasan warisan hukum kolonial Belanda itu tetap berlaku
sampai sekarang, sekalipun di Negeri Belanda telah terjadi suatu
perkembangan yang sangat berarti khususnya dipandang dari sudut
hukum perlindungan konsumen, yakni dimasukannya alasan keempat
yaitu penyalahgunaan keadaaan (misbruik van omstandigheden).
Penyalahgunaan keadaan itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada
saat kesepakatan terjadi, dimana kondisi itu membuat salah satu pihak
berada dalam keadaan “tidak bebas” untuk menyatakan kehendaknya.

Dalam perjanjian atau kontrak jual beli rumah dalam suatu kawasan
perumahan atau real estate antara pembeli dengan developer dan

perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah antara pembeli tersebut dengan
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pihak bank, penyalahgunaan keadaan ini sangat mungkin terjadi. Hal ini
dikarenakan posisi tawar dari calon pembeli yang sangat lemah
dibandingkan dengan developer maupun bank, sehingga calon pembeli
umumnya menerima apa yang ditawarkan oleh pihak developer maupun
bank dalam bentuk suatu perjanjian baku atau perjanjian standar.
Perjanjian-perjanjian tersebut sangat berpotensi untuk merugikan
pembeli, terutama damn kualitas bangunan rumah yang dibelinya.
Walaupun pembelian atau pelunasan sebagian besar dari harga rumah
dilakukan melalui perjanjian KPR, seharusnya Developer tetap
bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan rumah tersebut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya
seharusnya ada keterkaitan antara perjanjian KPR dengan tanggungjawab

developer terhadap kualitas bangunan rumah.

6. Metode Penelitian
1. TPendekatan masalah

Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan perundang-
undangan atau statute approach, artinya dilakukan pendekatan terhadap
peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum untuk
mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

penyelesaian permasalahan.
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Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penulisan tesis ini dengan cara mengumpulkan data yuridis berupa

bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan ditambah

bahan hukum sckunder berupa buku-buku literature hukum vang terkait

yang dapat menunjang dalam menemukan jawaban atas permasalahan.

Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,

dilakukan analisis terhadap isi dari bahan-bahan hukum terscbut untuk

mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dan juga pendapat dari para

ahli yang tertulis dalam buku-buku literature yang dapat digunakan

sebagai alternatif penyelesaian permasalahan.

7.  Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :

Bab I mengenai Pendahwluan yang bersisikan latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, tinjanan pustaka, metode penclitian dan sistematika

penulisan.
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- Bab Tl menguraikan mengenai karakter hubungan para pihak dalam
pembelian rumah dari developer melalui KPR ;

- Bab Il menguraikan mengenai tanggungjawab developer terhadap
kualitas rumah setclah perjanjian KPR ;

- Bab IV merupaikan penufup yang berisi kesimpulan dan saran dari
pembahasan permasalahan dalam Bab 1l dan Bab III. Kesimpulan
dimaksudkan untuk mendapatkan ringkasan jawaban hukum atas
rumusan  masalah, sedangkan saran dimaksudkan untuk
memberikan masukan yang sifainya membangun terkait dengan

penyelesaian permasalahan.
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BAB II

HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM
PEMBELIAN RUMAH MELALUI
KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
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BAB 11
HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN RUMAH

MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR}

1. Dasar-Dasar Dan Bentuk Perjanjian KPR

Berdasarkan pasal 1338 BW, semua perjanjian yang, dibuat secara sah
berlaku scbagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan menurut pasal 1339
BW, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk scgala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang. Sedangkan menurut pasal 1340 BW, suatu perjanjian
hanya berlaku antara pihak-pthak yang membuatnya, dimana suatu
perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga dan tak
dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya kecuali telah
ditetapkan adanya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga tersebut.

Dalam pembuatan suatu perjanjian, haruslah dipahami terlebih
dahulu mengenai hukum perikatan. Hal ini dimaksudkan agar apa yang
telah dituangkan dalam perjanjian adalah benar dan tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang baik mengenai
syarat-syarat maupun pembatasan-pembatasannya. Hukum perikatan

diatur dalam buku ke III BW, tetapi definisi mengenai apa perikatan tidak

22
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diatur di dalamnya. Hukum Perikatan merupakan bagian dari Hukum
Harta Kekayaan (Vermogensrecht} dan bagian yang lain dari ITukum Harta
Kekayaan adalah HHukum Benda. Hukum perikatan yang diatur dalam
Buku i BW adalah hukum pelengkap yang merupakan peraturan umum
artinya orang bebas mengadakan perjanjian apapun isinya dan hukum
perikatan hanya bersifat melengkapi saja.

Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka sedangkan hukum
benda mempunyai sistem tertutup. Sistem terbuka adalah orang dapat
mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian
apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang
diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-
undang. Inilah yang disebut kebebasan berkontrak (contractsvrijeid,
partijautonomi¢) dengan syarat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi
dengan pembatasan umum, seperti yang diatur dalam pasal 1337 BW
yakni sebabnya harus halal, tidak dilarang oleh undang-undang atau
tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Juga
dibatasi dengan pasal 1254 BW yaitu syaratnya harus mungkin terlaksana
dan harus susila. Selain itu ada pula Pembatasan Khusus vyaitu
sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan khusus dari hukum
pemaksa (misal : undang-undang perburuhan). Dengan demikian berarti

semua perjanjian yang menyimpang dari peraturan itu adalah batal s

& Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjiun Dan Dari Undang-Undang, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 1
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Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa
Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam
literatur hukum Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang
yang satu lerhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut
kenyataannya dapat berupa perbuatan, misainya jual beli barang; dapat
berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat
berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak
rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu
selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-
undang atau oleh masyarakat diaku dan diberi akibat hukum. Dengan
demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang
yang lain itu disebut hubungan hukum {legal relation).”

Verbitenis berasal dari kata kerja Verbinden yang artinya mengikat.
Jadi Verbintenis menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal
ini memang sesuai dengan definisi Verbintenis sebagai suatu hubungan
hukum. Dalam perkembangannya pengertian perikatan tclah mengalami
perkembangan dan dapat dilihat dari definisi L. C. Hofmann dalam
bukunya yang berjudul “Het Nederlands Verbintenissenrecht, eerste
gedeelte Wolters-Noordh-off, NV Groningen, 1968, halaman 3, yakni :8

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas

subyck-subyck hukum sehubungan dengan itu seorang seorang atau

beberapa orang daripadanva (debitur atau para debitur)
mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara<ara tertentu

” Abdulkadir Muhammad, Hukim Perikaran, Alumni, Bandung, 1982, h. 6
. +
Ibid
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terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian

itu”.

Sementara itu A. Pitlo dalam bukunya Het Verbintenissenrecht naar
he Nederlands Burgerlijk Wetboek, H. D. Tjeenk & Zoon, NV Harlem,
1952, halaman 2, mengemukan definisi Perikatan sebagai berikut :?

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta

kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang

satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas
suatu prestasi”.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu simpul, bahwa perikatan
adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan
orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Dari rumusan
ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum
harta kekayaan (law of property); dalam bidang hukum keluarga (family
law); dalam bidang hukum waris (law of succession) dan dalam bidang
hukum pribadi (personal lmv). Perikatan yang meliputi beberapa bidang
hukum tersebut disebut perikatan dalam arti luas.1¢

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 ({(empat) syarat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, yakni :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

3. suatu hal tertentu : dan

4.  suatu sebab yang halal.

% hid
% Thid
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Sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal, menurut ketentuan
Pasal 1338 BW, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk
itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya pemenuhan
akan prestasi yang merupakan hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh
karenanya jika salah satu pihak memungkiri atau membangkanginya,
maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika yang memungkiri
itu tidak bersedia mewujudkan prestasinya, pihak lainnya dapat
mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, dan pengadilan akan
memaksakan perwujudan prestasinya itu dengan menyita dan melelang
harta kekayaannya sejumlah yang harus dipenuhinya terhadap pihak lain
itu. Dalam hal ini perjanjian itu akan menjadi salah satu alat pembuktan
dalam persidangan.

Perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sesuai dengan namanya
mengandung makna bahwa perjanjian terscbut merupakan perjanjian
pembiayaan dari pihak kreditor (dalam hal ini adalah Bank penyelenggara
KPR) dengan debitor yakni konsumen perumahan yang dibangun oleh

Developer. Dengan demikian para pihak dalam suatu perjanjian KPR
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adalah sebagaimana biasanya tercantum dalam komparisi dari akta
perjanjian KPR adalah hanya antara konsumen dan bank. Perjanjian
pembiayaan pembelian rumah melalui program KPR ini berarti pihak
bank sepakat untuk membayar harga rumah sebesar plafon kredit kepada
developer, kemudian pihak konsumen berkewajiban untuk membayar
secara angsuran plafon kredit tersebut berupa pokoknya ditambah bunga.
Plafon kredit adalah selisih harga rumah yang telah disepakati antara
developer dengan konsumen dengan uang muka yang telah dibayarkan
konsumen kepada developer.

Dalam proses pembelian rumah melalui KPR terdapat 2 (dua)
tahapan perikatan. Tahap pertama berupa kesepakatan antara konsumen
dengan developer yang pada umumnya dituangkan dalam suatu Surat
Pesanan Rumah atau Perjanjian Jual Beli yang berisi tentang lokasi ramah,
tipe rumabh, spesifikasi bangunan, harga rumah dan besarnya uang muka
serta syarat-syarat pembayaran dan pelunasannya melalui KPR. Pada
umumnya dalam tahap ini disepakati bahwa bangunan rumah akan
selesai dalam jangka waktu tertentu dimana pada saat ita uang muka
sudah harus lunas dibayar oleh konsumen kepada developer untuk
selanjutnya pelunasannya akan didapat oleh developer dari Bank
penyelenggara KPR, jika permohoman dan persyaratan KPR dari
konsumen telah disctujui oleh pihak Bank. Tahap kedua adalah

kesepakatan antara konsumen dengan Bank mengenai pembiayaan
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pelunasan pembelian rumah yang harus dikembalikan oleh konsumen
kepada bank secara angsuran berupa pokok pembiayaan dan bunga, yang
dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam
Perjanjian KPR ini akan selalu dicantumkan bahwa untuk menjamin
pembayaran dari pihak konsumen, maka bangunan rumah dan tanah
dimana rumah tersebut berdiri menjadi jaminan (agunan) bagi
pembiayaan tersebut yang selanjutnya akan dibebani dengan Hak
Tanggungan.

Dari kedua tahapan pembelian rumah melalui pembiayaan KPR,
dapat timbul suatu pertanyaan, siapakah sesunggungnya pemilik dari
rumah yang dibeli melalui KPR ? Jika diamati pada tahap pertama, maka
jual beli rumah memang terjadi antara konsumen dengan developer,
tetapi jika diamati dari besaran pembayaran yang dilakukan oleh
konsumen kepada developer (hanya sebesar uang muka yang biasanya
maksimal hanya 30 % dari harga rumah) maka pembayaran ini jauh lebih
kecil dibandingkan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada
developer (sebesar sisa harga rumah dikurangi uang muka yang telah
dibayar). Apakah dengan demikian pihak Bank mempunyai hak yang
lebih tinggi dibandingkan konsumen ?

Pasal 1457 BW menyatakan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
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dijannjikan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1458 BW, jual-beli
dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum
diserahkan maupun harganya belum  dibayar. Unsur-unsur pokok
(esensial) dari perjanjian jual beli berdasarkan pasal 1458 BW ini adalah
“barang” dan “harga”. Sesuai dengan asas konsensualisme yang
menjiwai hukum perjanjian BW, maka perjanjian jual beli itu sudah
dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.
Begitu kedua pihak sudah sefuju tentang barang dan harga, maka lahirlah
perjanjian jual beli yang sahil Dengan demikian berdasarkan pasal
1458 BW ini berarti telah terjadi jual beli antara developer dengan
konsumen.

Dengan telah lahirnya perjanjian jual beli rumah antara developer
dengan konsumen, tidaklah berarti seketika itu pula terjadi perpindahan
hak milik atas tanah dan rumah dari developer kepada konsumen.
Berdasarkan pasal 1459 BW, hak milik atas tanah dan rumah tersebut baru
berpindah dari developer kepada konsumen, bilamana penyerahannya
telah dilakukan menurut pasal 616 BW, yakmi dilakukan dengan
pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti
ditentukan dalam pasal 620 BW yakni dilakukan dengan memindahkan
scbuah salinan otentik vang lengkap dari akta otentik atau keputusan

vang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam

1. R. Subekt, Aneka Perjanjinn, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1995, h. 2
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lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu
berada, dan dengan membukukannya dalam register. Bersama-sama
dengan pemindahan tersebut, pihak vyang berkepentingan harus
menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik, scbuah salinan otentik
yang kedua atau sebuah petikan otentik dari akta atau keputusan itu, agar
penyimpan didalamnya, hari pemindahan beserta bagian dan nomor
register yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 620 BW tersebut untuk benda tidak bergerak berupa
hak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tidak
berlaku lagi, karena telah diatur dalam secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 yakni Undang-Undang Pokok Agraria
{(UUPA) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya
cukup disebut PP’ Pendaftaran Tanah) sebagai peraturan pelaksana dari
UUPA. Dalam PP Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dibuat dengan
akta otentik yakni Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat untuk
dicatat dalam Buku Tanah yang bersangkutan dan dibalik nama dari
penjual kepada pembeli.

Kewajiban developer sebagai penjual, berdasarkan pasal 1474 BW
ada 2 (dua) kewajiban utama yakni menyerahkan barangnya dan

menanggungnya. Penycrahan adalah suatu pemindahan barang yang
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telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475
BW), tetapi si penjual tidak diwajibkan untuk menyerahkan barangnya,
jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak
telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya (pasal 1478 BW).
Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terscbut, maka dalam tahap
pertama proses pembelian rumah melalui KPR, pihak developer tidak
berkewajiban untuk menyerahkan rumah dan tanah kepada konsumen
bilamana konsumen tersebut belum membayar lunas seluruh harga
rumah. Dalam konteks yang demikian, munculah peran Bank sebagai
pihak yang bersedia melunasi pembayaran harga rumah kepada
developer untuk kepentingan konsumen yang artinya Bank memberikan
pinjaman dana kepada konsumen sebesar harga pelunasan rumah.

Bank bersedia membayar pelunasan harga rumah kepada developer
yang dikonversikan sebagai pinjaman konsumen setelah bank yakin
bahwa konsumen tersebut akan mampu mengembalikan pinjaman yang
telah diberikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itulah biasanya,
semenjak awal tahap pertama terjadinya kesepakatan jual beli rumah
antara developer dan konsumen, konsumen telah diminta untuk
memenuhi segala persyaratan bagi permohonan KPR. Bank memang
harus selektif, seksama dan berhati-hati dalam pemberian KPR kepada
konsumen, berdasarkan prinsip kehatian-hatian (Prudential Banking)

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
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1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perbankan) yakmi
bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ckonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 8
Undang-Undang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya. Untuk
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikankredit, bank harus
melakukan penilaian yang sama terhadap calon debitor atau dikenal
dengan teori penilaian dengan “prinsip 5 C” (five C principles), yaitu
Characteristic (watak), capacity {(kemampuan), Capifal (modal), Collateral
(Jaminan/agunan) dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).12

Pemberian jaminan/agunan (Collateral) dalam hal ini merupakan
salah satu syarat pelengkap dari 3 C sebelumnya vaitu characteristic
(watak), capacity (kemampuan) dan Capital (modal) dan kesemuanya itu
pada akhirnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (condition of economy).
Walaupun jaminan/agunan merupakan salah satu aspek penelitian
sebelum bank memberikan fasilitas kredit, namun agunan mempunyai
peranan yang menentukan dalam hal terjadi kredit bermasalah. Namun

demikian, keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah ditentukan oleh

"= Yyulianto, Jangguny Jawab Notaris dalam Membuar Akta Jamirean Kredit Perbankun,
Mitra Usaha Abadi. Surabaya. 2004 h, 4
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legalitas yang sempurna dan adanya ratio agunan yang memadai
dibandingkan dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan kepada
debitor. Pengikatan collateral (jaminan/agunan) antara debitor atau
pemegang hak atas jaminan/agunan tersebut dilakukan dengan lembaga
jaminan yang sudah ada yakni gadai, hipotik, hak tanggungan dan
fidusia. Jaminan untuk menanggung pelunasan pembayaran kredit ini
selanjutnya disebut dengan jaminan kredit.

Jaminan kredit dapat didefinisikan scbagai sesuatu yang diberikan
oleh debitor atau pihak ketiga kepada bank sebagai kreditor untuk
menjamin kepastian pembayaran kembali fasilitas kredit yang telah
diberikan oleh bank kepada debitor, dalam hal debitor cidera janji
(wanprestasi) terhadap kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan
dalam perjanjian kredit. Fungsi dari pada pemberian jaminan adalah guna
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor untuk
mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan yang diserahkan
oleh debitor atau penjamin bilamana debitor mengalami wanprestasi dan
tidak membayar kembali pinjamannya pada saat jatuh waktu tempo
perjanjian kreditnya. Agar bank selaku kreditor dapat melaksanakan hak
dan kekuasaannya atas barang yang menjadi jaminan kredit, maka perlu
terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara yuridis formal atas barang-
barang jaminan tersebut menurut hukum yang berlaku (berdasarkan

lembaga jaminan yang ada).
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Dalam tahap kedua proses pembelian rumah melalui KPR
sebagaimana diuraikan terdahulu, berarti terjadi kesepakatan atau
perjanjian pinjam meminjam uang, yang umumnya disebut scbagai
perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Dalam sistematika Buku
11 BW Tentang, Perikatan, perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit
termasuk dalam perjanjian bernama atau dikenal dengan istilah “benum de
overeenkomsten”, yakni termasuk dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
khususnya meminjamkan dengan bunga scbagaimana dimaksud dalam
pasal 1765 BW, yang menyatakan bahwa “Adalah diperbolehkan
memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang
menghabis karena pemakaian”. Besarnya bunga menurut pasal 1767 BW
adalah menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam
perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-
undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui
bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang
oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan datam
perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Lebih lanjut ditentukan dalam
pasal 1768 BW bahwa jika orang yang meminjamkan telah
memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka
si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-
undang. Bunga menurut undang-undang ini dinamakan “bunga

moratoir”, dimana perkataan “moratoir” itu berarti kelalaian, sehingga itu
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berarti bunga yang harus dibayar karena debitor lalai membayar
utangnya 13

Sebagai akibat dari perjanjian pinjam meminjam, timbulah hak dan
kewajiban. Hak dari debitor adalah untuk menerima pinjaman yang, telah
diperjanjikan dari kreditor, sedangkan hak dari kreditor adalah untuk
menerima pengembalian pinjaman yang telah diberikannya kepada
debitor termasuk bunga yang telah diperjanjikan. Kewajiban kreditor
adalah scbagaimana dinyatakan dalam pasal 1759 BW bahwa “Orang
yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah
dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam
perjanjian”, sedangkan kewajiban debitor sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1763 BW bahwa “ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu
diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama
dan pada yang ditentukkan”. Jika menyangkut perjanjian pinjam
meminjam dengan bunga, maka kewajiban debitor terscbut adalah
mengembalikan jumlah dan keadaan yang sama berikut bunganya. Jadi
dalam perjanjian pinjam meminjam ini, “waktu” menjadi indikator yang
menentukan  “kelalajian” atau “wanprestasi” dari debitor, sekaligus
menentukan saat kreditor berhak untuk meminta kembali apa yang telah
dipinjamkannya dengan suatu upaya tertentu dalam rangka eksekusi
harta kekayaan debitor untuk memenuhi kewajiban debitor yang belum

atau tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, kreditor tidak dapat

R Suhekti, ap. cit., b, 130
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melakukan upaya paksa kepada debitor wuntuk mengembalikan
pinjamannya berikut bunganya, sebelum lewatnya waktu yang telah
ditentukan dalam perjanjian. Pengertian pinjam meminjam dengan bunga
yang diatur dalam BW sebagaimana telah dibahas di atas, adalah serupa
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana diatur
dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam perjanjian utang piuiang atau perjanjian kredit, kreditor
adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor, yang harus
didahului dengan kewajiban memberikan scjumlah uang sebagai
pinjaman kepada debitor, scdangkan setelah itu baru timbul kewajiban
dari debitor untuk memberikan prestasi kepada kreditor yakni
pengembalian pinjaman disertai dengan bunga dan segala biaya
administrasi yang timbul sesuai dengan jadwal waktu pengembalian yang
telah diperjanjikan. jadi sesungguhnya, hak kreditor dalam perjanjian
utang-piutang adalah terletak pada bunga atas pinjaman yang telah
diberikannya kepada debitor, sedangkan pokoknya sendiri merupakan

hak yang sudah dimilikinya dari awal sebagai “hak milik”. Namun

demikian, kedudukan kreditor dalam perjanjian utang-piutang atau
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perjanjian kredit menjadi lemah, karena “hak miliknya” telah berada pada
kekuasaan debitor, sedangkan hak kreditor atas bunga sangat bergantung
pada itikad baik debitor dalam melaksanakan kewajibannya.

Atas dasar inilah, maka dalam setiap perikatan, lebih khususnya
pada perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, secara hukum
ditentukan bahwa pada debitor dengan sendirinya iahir “schuld” dan
“haftung”. Schuld adalah utang debitor kepada kreditor dan haftung
adalah harta kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi
pelunasan utang debitor tersebut. Menurut Mariam Darus Badrulzaman,
dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan, setiap debitor
mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor, karena itu
debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah
asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuid, debitor juga
mempunyai kewajiban yang lain yaitu Haftung, maksudnya ialah bahwa
debitor itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil
oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utang tadi, apabila
debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap
kreditor mempunyai piutang terhadap debitor. Untuk itu kreditor
mempunyai hak menagih piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan
Hukum Perdata, disamping hak menagih (vorderingsrecht), apabila
debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka kreditor

mempunyai hak menagih kekayaan debitor, sebesar piutangnya pada
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debitor itu (verhaalsrecht). Menurut para pakar dan Yurisprudensi,
Schuld dan Haftung itu dapat dibedakan, tetapi pada hakikatnya tidak
dapat dipisahkan. Asas pokok dari Haftung ini terdapat dalam pasal 1131
BW.1 Bunyi ketentuan pasal 1131 BW yang termasuk dalam Buku II BW
Tentang Kebendaan adalah sebagai berikut :
"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik vang sudah ada maupun yvang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan”

Permasalaban selanjutnya timbul bilamana debitor wanprestasi,
sehingga menyebabkan kreditor dalam wupaya untuk melindungi
kepentingan dan hak-haknya, berupaya melakukan eksekusi terhadap
harta kekayaan debitor untuk menutupi kewajiban debitor yang tidak
atau belum terpenuhi. Walaupun secara hukum dinyatakan bahwa
seluruh kekayaan debitor menjadi tanggungan untuk pelunasan utang
debitor, namun dalam prakteknya, eksekusi ini tidaklah mudah,
disamping penguasaan harta kekayaan debitor masih ada dalam
kekuasaan debitor, juga harta kekayaan debitor tersebut demi hukum juga
menjadi tanggungan bagi utang-utang debitor pada kreditor-kreditor
lainnya. Jadi, demi hukum seluruh harta kekayaan debitor adalah menjadi
tanggungan bagi utang-utang debitor pada seluruh kreditor yang berhak.
Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1132 BW yang berbunyi :

™ Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2001, k. 9
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“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar
kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para
berpintang itu ada alasan-asalan yang sah untuk didahulukan.”
Ketentuan pasal 1132 BW ini memberikan kedudukan kepada
kreditor sebagai kreditor konkuren, yaitu bahwa kreditor berhak atas
tanggungan harta kekayan debitor untuk pelunasan piutangnya sebatas
proporsi besarnya piutang kreditor terhadap keseluruhan piutang
kreditor yang berhak. Dalam hal ini dapat saja terjadi bahwa hak yang
proporsional ini nilainya lebih kecil dari kewajiban debitor yang
seharusnya diterimanya, manakala harta kekayaan debitor lebih kecil
dibandingkan dengan seluruh kewajibannya pada kreditor-kreditornya.
Namun demikian, pasal 1132 BW ini juga telab memberikan jalan secara
hukum bagi kreditor dengan memberikan pengecualian bagi kreditor
yang mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor
lainnya. Alasan-alasan yang sah ini kemudian dikenal dengan hak
preferensi dan hak previlege. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1133 BW yang berbunyi “Hal untuk didahulukan diantara orang-
orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”
Mengenai kedudukan prioritas dari hak istimewa, gadai dan hipotik,
diatur lebih lanjut dalam pasal 1134 BW yang menyatakan bahwa “Hak

istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada
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seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang
berpiutang lainnya, scmata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan
hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal
dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” Hak istimewa ini
dikenal dengan istilah Previlege, sedangkan hak yang timbul dari gadal
dan hipotik dikenal dengan istilah Preferent. Dalam kaitannya dengan
perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, hal untuk didahulukan
diantara orang-orang berpiutang yang terkait adalah hak preferent yang
timbul dari gadai dan hipotik. Belakangan hak preferent timbul juga dari
hak tanggungan dan fidusia yang merupakan pengembangan bentuk dari
hipotik dan gadai.

Menurut isitiltah yang umum, kedudukan bank dalam perjanjian
kredit disebut dengan kreditor dan pihak lain yang menerima pinjaman
dari bank disebut dengan debitor. Dari bunyi ketentuan pasal 1 angka 11
Undang-Undang Perbankan tersebut di atas, dapat ditarik suatu
penafsiran bahwa pihak yang menerima pinjaman dari bank (debitor)
berkewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga. Jadi bank sebagai kreditor berhak atas
pengembalian dan sekaligus pelunasan piutangnya dengan penerimaan
bunga dari debitor pada waktu-waktu penagihan atau pembayaran yang
telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dengan pengaturan yang

demikian, kedudukan bank sebagai kreditor sebagaimana telah dibahas di
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atas adalah sangat “lemah”, karena bank akan sangat bergantung pada
itikad baik dari debitor dalam melunasi utangnya termasuk bunga,
sebaliknya pada sisi lain “uang” milik bank telah berada pada kekuasaan
debitor, sedangkan bilamana telah terlewatinya waktu pengembalian
utang, kreditor baru dapat menyatakan bahwa debitor wanprestasi dan
selanjutnya kreditor baru mempunyai hak menagih kekayaan debitor
sebesar piutangnya pada debitor itu (verhaalsrecht), yang mana hak
menagih atau hak tagih tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi
(hak perorangan) yang sulit untuk ditegakan karena akan berbenturan
dengan hak milik atas kekayaan debitor yang merupakan hak kebendaan
yang bersifat lebih kuat dan lebih mudah ditegakan; terlebih lagi hak tagih
dari bank ini hanya menjadikan bank sebagai kreditor konkuren. Untuk
itulah berdasarkan analogi dari perkecualian yang dimaksud dalam pasal
1132 BW, maka dalam pemberian kredit bank akan berupaya untuk
mendapatkan hak preferent sebagaimana dimaksud dalam pasal 1133 BW,
yang dalam praktek biasanya digunakan hak tanggungan, fidusia, gadai
dan hipotik, sehingga bank mempunyai kedudukan sebagai Kreditur
Sepataris.

Dasar hukum yang digunakan bank dalam prakieknya adalah
ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa
“Dalam pemberian kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan
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nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Dalam
penjelasan dari pasal ini disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh
bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi
risiko, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh
bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan
kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Mengingat
bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit maka
apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan
atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya
berupa barang, proyek atau kak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat
yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain
yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta
agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang
dibiayai yang lazim dikenal dengan ”agunan tambahan”

Dengan telah dibayarkan secara lunas harga rumah yang telah

discpakati antara developer dengan konsumen, maka developer

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 43

berkewajiban untuk menyerahkan rumah tersebut kepada konsumen.
Namun karena pelunasan dan penyerahan tersebut bersamaan dengan
perjanjian KPR antara konsumen dan bank, maka pelaksanaan
penyerahan yang dituangkan dalam Akta Jual Beli di dahapan PPAT
antara developer dan konsumen dilakukan pada saat yang hampir
bersamaan atau berurutan dengan penandatanganan perjanjian KPR
antara konsumen dengan bank yang disertai pula dengan penandatangan
Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHL) atau Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di hadapan PPAT. Jadi, ramah
dan tanah yang dibeli dari developer sekaligus dijadikan sebagai jaminan
kredit. Dengan pola yang demikian, maka terdapat keseimbangan
kedudukan atau penyelesaian yang adil antara pihak developer, pihak

bank dan pihak konsumen.

2, Karakter Hubungan Para Pihak Dalam Pembelian Rumah

Melalui KPR

Scbagaimana telah diuraikan dimuka, ada 3 (tiga) pihak dalam
pembelian rumah melalui KPR, yakni pihak Developer, pihak Bank dan
pihak konsumen. Karakter hubungan para pihak dapat dianalisis dari 2
(dua) tahapan atau proses dalam pembelian rumah melalui KPR

sebagaimana telah diuraikan di atas. Karakter hubungan para pihak
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dalam hal ini adalah timbulnya perikatan diantara para pihak tersebut
baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-
undang scbagaimana dimaksud dalam pasal 1233 BW. Perikatan-
perikatan tersebut berdasarkan pasal 1234 BW adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu; yang
dalam bahasa hukum dikenal dengan sebutan untuk memberikan suatu
“prestasi”. Prestasi tersebut bilamana dikaitkan dengan pasal 1233 BW
maka berarti prestasi tersebut dapat timbul karena telah diperjanjikan
atau karena undang-undang.

Dalam penulisan tesis ini hanya akan difokuskan pada perikatan
dalam vang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja, yang
menurut sistematika BW diatur dalam buku Il di bawah judul “tentang
Perikatan”. Perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan ini selalu
timbul karena perbuatan orang, apakah perbuatan itu menurut hukum
atau melawan hukum. Obyek perbuatan itu adalah harta kekayaan, baik
berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, baik benda bergerak
atau benda tidak bergerak, yang semuanya itu selalu dapat dinilai dengan
uang. Jadi ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau
benda itu adalah uang. Dalam kehidupan modern ini uang merupakan
ukuran yang utama. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut

juga “perikatan dalam arti sempit”.
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Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan
yang diatur dan diakui oleh hukum. jadi hubungan yang berada di luar
lingkungan hukum bukan merupakan perikatan. Untuk menentukan
bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para
sarjana menggunakan ukuran “dapat dinilai dengan uang”. Suatu
hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang
diderita scseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi dalam
kenyataannya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan,
karena dalam kehidupan masyarakat seringkali terdapat hubungan-
hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang, misalnya cacad badaniah
akibat perbuatan seseorang. Sehingga dengan demikian “dapat dinilai
dengan uang” tidak lagi dipergunakan sebagai kriterium untuk
menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah
ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa “dapat dinilai dengan
uang” adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat

dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.1®

Karakter Hubungan Developer Dengan Konsumen dan Bank
Hubungan hukum antara Developer dengan Konsumen terjadi

karena adanya kata sepakat diantara mereka yang terjadi sebagai akibat

aseptasi konsumen terhadap penawaran dari Developer yang pada

umumnya ditawarkan melalui berbagai media, yang utama adalah iklan

ISR, Setié:x;an, Pokok-Pokok Hukim Perikaran, Putra A Bardin, Bandung, 1999, h. 3
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baik melalui surat kabar maupun brosur. Aseptasi konsumen terhadap
penawaran developer tersebut kemudian menimbulkan kesepakatan yang
dituangkan atau dibingkai dalam suatu perjanjian tertulis baik berupa
Surat Pesanan Rumah maupun Perikatan Perjanjian Jual Beli Rumah.
Perjanjian tertulis ini biasanya telah pula disediakan oleh pihak developer
yakni dalam suatu bentuk form atau yang dikenal dengan istilah formulir
standar atau perjanjian standar.

Dalam perjanjian ini pada umumnya akan berisi klausula atau data
mengenai tipe rumah, lokasi rumah, spesifikasi bangunan, luas tanah,
harga rumah berikut tanah, cara pembayaran, penyerahan rumah dan hal-
hal lain yang dianggap perlu seperti fasilitas sambungan telepon,
sambungan PDAM dan lain sebagainya. Dengan demikian, walaupun
kesepakatan antara developer dan konsumen dibuat diatas suatu formulir
standar atau perjanjian standar, namun semua perjanjian itu adalah tetap
sah bilamana telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat sahnya suaiu
perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW. Walaupun perjanjian
dibuat dalam bentuk perjanjian standar, namun tetap saja terjadi
kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat dan
kondisi (klausula) dalam perjanjian tersebut.

Hubungan hukum antara developer dengan konsumen dalam
perjanjian ini pada intinya adalah hubungan hukum untuk melakukan

jual beli rumah. NDengan demikian perjanjian tersebut dapat disebut
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sebagai perjanjian jual beli rumah yang merupakan suatu perjanjian
timbal balik yang saling menimbulkan kewajiban atau disebut juga
perjanjian obligatoir. Kewajiban developer adalah untuk membangunkan
dan menyerahkan rumah kepada konsumen, sebaliknya konsumen
berkewajiban untuk membayar harga dari rumah tersebut yang pada
umumya secara bertahap termasuk didalamnya dengan fasilitas KPR dari
Bank. Dengan demikian prestasi dari developer adalah berbuat sesuatu
dan memberikan sesuatu, sedangkan prestasi dari konsumen adalah
memberikan sesuatu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka karakter hubungan antara
developer dengan konsumen adalah hubungan bertimbal balik, dimana
kedua belah pihak berkewajiban atas suatu prestasi dan sekaligus berhak
atas suatu prestasi dari lawan kontraknya masing-masing. Akibat dari
karakter hubungan hukum yang demikian adalah bahwa masing-masing
pihak dapat menuntut untuk dipenuhinya prestasi baik berdasarkan isi
perjanjian atau ketentuan undang-undang.

Bagi developer disamping harus memenuhi prestasi sebagaimana
diperjanjikan, juga harus memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang terkait yakni mengenai kualitas
atau standar mutu bangunan. Pelanggaran atau penyimpangan terhadap
prestasi dari kedua hal itu, dapat menyebabkan developer dituntut ganti

kerugian oleh konsumen baik dengan dasar hukum wanprestasi maupun
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perbuatan melawan hukum. Sedangkan bagi konsumen hanya
berkewajiban untuk memenuhi prestasi scbatas apa yang telah
diperjanjikan, dimana bilamana konsumen melalukan wanprestasi dapat
dituntut atau dikenai denda sebagai bentuk pembayaran kerugian oleh
developer atau dapat dibatalkannya perjanjian dengan anggapan bahwa
syarat batal tersebut selalu tercantum dalam perjanjian.

Karakter hubungan antara Developer dengan Bank merupakan
hubungan kerjasama atau kemitraan dalam bisnis, dimana kedua belah
pihak saling berkepentingan terhadap konsumen yang sama, dimana
konsumen sebagai pembeli unit rumah dari Developer akan mendapatkan
kucuran dana KPR dari Bank untuk melunasi pembayaran harga rumah
kepada Developer. Hubungan kemitraan ini dimulai dengan penyerahan
data kelengkapan administrasi kredit dari konsumen dan data rumah dari
developer kepada Bank. Data-data ini merupakan informasi yang penting
bagi Bank untuk memproses permohonan KI'R dari konsumen yang
bersangkutan, yang bilamana disetujui berarti Developer juga akan
mendapatkan kepastian akan pelunasan dari harga penjualan unit rumah
kepada konsumen.

Pada umumnya data rumah yang akan dibeli oleh konsumen dari
Developer diberikan kepada Bank disertai dengan suatu pernyataan dari
pihak Developer berupa jaminan bahwa bangunan rumah dibangun

dengan cara dan menggunakan bahan-bahan bangunan yang memenuhi
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standar, syarat dan ketentuan teknis bangunan yang berlaku di Indonesia.
Atas dasar jaminan ini, pihak Bank akan melakukan pemeriksaan atau
penilaian keadaan rumah baik dilakukan sendiri oleh Bank ataupun
dengan menggunakan jasa pihak ketiga (appraisal) dalam rangka menilai
kelayakan rumah tersebut sebagai jaminan atas KPR yang diberikan
konsumen selaku pembeli.

Dari karakter hubungan antara developer dengan konsumen dan
antara developer dengan bank, tersurat dan tersirat bahwa konsumen dan
bank merupakan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan
kualitas dari bangunan. Walaupun developer tidak menyatakan secara
tegas dan jelas mengenai kualitas bangunan rumah, namun demi hukum
developer manakala membangun suatu rumah atau kawasan rumah,
maka developer berkewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan
teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam bidang jasa konstruksi ataupun perumahan.

Karakter Hubungan Antara Konsumen Dengan Developer Dan Bank
Karakter hubungan antara konsumen dengan developer
sebagaimana telah dibahas di atas adalah hubungan timbal balik sebagai
suatu perjanjian jual beli rumah, yang dalam praktek dapat terjadi
berbagai variasi perjanjian untuk menuangkan kesepakatan mengenai jual

beli rumah tersebut. Sedangkan karakter hubungan antara konsumen
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disamping hubungan kemitraan scbagaimana telah diuraikan di atas,
dapat juga sekaligus terjadi hubungan pinjam meminjam, dimana pihak
Bank sepakat memberikan pinjaman scjumlah dana kepada Developer
sebagai tambahan modal bagi Developer untuk melaksanakan
pembangunan suatu kawasan perumahan (real estate), sebaliknya pihak
Developer sepakat untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut dengan
melakukan pemotongan dari suatu rekening khusus yang disebut “escrow
account” atas hasil penjualan perumahan oleh developer kepada para

pembeli atau konsumen.

3. Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Rumah Melalui KPR
Berdasarkan pada analisis karakter hubungan para pihak dalam
pembelian rumah melalui KPR tersebut di atas, tampak bahwa
kedudukan konsumen relatif lebih “lemah” dibandingkan dengan
Developer dan Bank. Hal ird disebabkan posisi tawar dari konsumen yang,
lemah, oleh karena konsumen berada dalam kondisi yang membutuhkan
keberadaan Developer dan Bank. Dengan posisi yang demikian, maka
demi terpenuhinya kebutuhan konsumen akan perumahan, maka
konsumen berada pada keadaan yang pasrah dan menuruti ketentuan
yang, dibuat oleh Developer dan Bank, seolah-olah sebagai seorang warga

negara yang patuh akan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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dengan Bank sebagaimana telah sedikit disinggung di atas adalah
hpbungan pinjam meminjam dimana Bank sebagai pihak yang
meminjamkan dana untyk pelunasan pembayaran harga rumah kepada
Developer (disebut kreditor) dan konsumen sebagai pihak yang menerima
pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman (diseput
debitor).

Berkaitan dengan hubungan pinjam meminjam antara konsumen
dengan Bank yang dikenal dengan perjanjian KPR, sesuali dengan
ketentuan yang berlaku bagi Bank, maka pihak Bank akan meminta
jaminan dari konsumen untuk menjamin pelunasan pembayaran KPRnya
yakni bangunan rumah dan tanah yang dibiayai dengan KPR itu sendiri.
Dengan demikian disamping terjadi hubungan pinjam meminjam, maka
antara konsumen dengan Bank juga terjadi hubungan penjaminan utang
yang dibingkai dalam suatu Perjanjian Jaminan. Perjanjian jaminan i
merupakan perjanjian asesoir (discbut juga perjanjian tambahan) yang
lahir karena adanya perjanjian pokok yakni perjanjian pinjam meminjam

(perjanjian KPR).

Karakter Hubungan Antara Bank Dengan Konsumen dan Developer
Karakter hubungan antara Bank dengan Konsumen telah diuraikan
di atas, demikian juga karakter hubungan antara Bank dengan Developer.

Khusus mengenai karakter hubungan antara Bank dengan Developer,
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Dalam hubungannya dengan Developer sebagai pihak pelaksana jasa
konstruksi, konsumen pada umumnya juga merupakan orang yang awam
akan kualitas standar bangunan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur kualitas bangunan rumah dan perlindungan
hukum yang diberikan olch peraturan perundang-undangan tersebut.
Salah satu perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi).
Dalam konsideran menimbang huruf b UU Jasa Konstruksi disebutkan
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang
ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam
pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional.

Secara umum, usaha jasa konstruksi diberi batasan sebagai salah satu
bidang usaha pelayanan jasa di sektor ekonomi yang mentransformasikan
berbagai sumber daya menjadi bangunan. Berdasarkan pada pengertian
tersebut, maka usaha jasa konstruksi dapat dijabarkan lebih rinci sebagai
usaha di bidang jasa yang berhubungan dengan perencanaan,
pembangunan dan pemeliharaan bangunan yang dalam pelaksanaan,
penggunaan atau pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan
kesclamatan masyarakat pemakai / pemanfaat bangunan tersebut, tertib

pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup.'

¥ Proyek Peningkatan Alih Teknologi Tenaga Kerja Konstruksi Biro Bina Sarana
Perusahaan Sekretariat Jenderal Departemen Pekerfjaan Umum, Managjemen Pelaksanaan Proyek
Konstruksi, Seri Pengetahuan Umum, Buku A, Cetakan IV, Jakaria, 1997 k. 1

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 53

Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan atau
pelaksanaan konstruksi tidak dapat lepas dari peraturan-peraturan
hukum yang berkaitan dengan masalah bangunan atau jasa konsiruksi.
Menurut pendapat yang lazim, bahwa keseluruhan peraturan yang
menyangkut membangun bangunan disebut dengan Hukum Bangunan.
Ruang lingkup Hukum Bangunan meliputi hukum privat yang antara lain
mengatur tentang Perencana, Perjanjian Pemborongan A. V. 1941
(Algemene  Voormaarden), jaminan dalam perjanjian  pemborongan
bangunan, aspek perkreditan; dan meliputi Tlukum Publik yang
mengatur tentang Undang-Undang Perumahan, Izin Mendirikan
Bangunan, H. O. (Hinder Ordonansi). Dengan demikian Hukum Bangunan
materinya merupakan kumpulan bahan-bahan yang harus dicari di sana-
sini dalam peraturan-peraturan tanpa sistem, jadi pokoknya segala hal
yang mempunyai hubungan dengan membangun bangunan. 7

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Developer adalah
berkewajiban untuk membangunkan rumah berdasarkan kualitas standar
yang berlaku sesuai ketententuan perundang-undangan dan sekaligus
Developer bertanggung jawab terhadap bangunan rumah yang
dibangunnya agar memberikan manfaat yang baik sebagaimana mestinya
kepada konsumen scbagai pembeli dan/atau penggunanya. Dengan kata
lain, developer bertanggung jawab terhadap hasil karyanya berupa

bangunan rumah tersebut.

- Diumaldi, Hukum Banguman  Dasar-Dasar Hukum Dalam Provek Dan Sumber Daya
Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, k. 3
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Pasal 11 UU Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pelaksanan jasa
konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya yang
dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan dan
kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap
mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya dalam pasal 25 UU Jasa
Konstruksi disebutkan bahwa pelaksanan konstruksi bertanggung, jawab
atas kegagalan bangunan yang ditentukan terhitung sejak penyerahan
akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kegagalan
bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan
kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan
penyedia jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Dalam praktek pelaksanaan pembangunan rumah dengan fasilitas
Kredit Pemilikan Rumah (KPR), biasanya dibangun oleh perusahaan
pembangunan perumahan yaitu badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas
areal tanah vang merupakan suatu lingkungan pemukiman yang
dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas
sosial yang dipergunakan olch masyarakat penghuni lingkungan
pemukiman (pasal 7 juncto pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman).
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Untuk pembangunan perumahan, khususnya pembangunan
perumahan sederhana tidak bertingkat, telah diatur dalam Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KP15/1986. Dalam ketentuan ini
telah pula diberikan pedoman untuk bangunan rumah sebagai berikut :

a. Tipe bangunan rumah
Bangunan rumah terdiri dari tipe bangunan rumah tunggal,
rumah gandeng dua dan rumah gandeng banyak. Lebar muka utuk

rumah tunggal minimum 6 meter, untuk rumah gandeng dua 3

meter dan untuk gandeng banyak minimum 3 meter. Untuk rumah

gandeng banyak panjang deretan rumah sebanyak-banyaknya 6

rumah dengan panjang maksimum 30 meter.

b. Pembukaan
Dalam bangunan yang rapat sampai batas persil harus
disediakan pembukaan ke langit sekurang-kurangnya seluas 5 meter
persegi dengan lebar sckurang-kurangnya 1 meter. Pembukaan ke
samping yang dapat dipergunakan untuk langsung melihat ke arah
tetangga sekurang-kurangnya satu meter dari batas persil.
c. Jarak bangunan
Jarak bangunan antara rumah satu dengan yang lainnya harus
didasarkan atas ketentuan bahaya kebakaran, veniilasi, cahaya

matahari dan sirkulasi manusia di dalam halaman.
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d. Ruangan rumah
Rumah kediaman minimum harus terdiri dari satu ruang
hunian, satu kamar mandi dan kakus, yang dilengkapi dengan
ventilasi dan penerangan serta penetrasi sinar matahari.
e. Kelengkapan rumah
Rumah harus dilengkapi pula dengan plumbing, penyediaan air
minum, pembuangan air limbah, pembuangan air hujan,
pembuangan sampah dan listrik.
f.  Struktur, komponen dan bahan bangunan
Struktur bangunan harus memenuhi syarat-syarat yaitu dapat
menahan semua beban dan gaya-gaya termasuk gempa bumi, cukup
terlindung dari korosi, kelapukan, serangan serangga dan kekuatan
perusak lainnya, dan dapat berfungsi dengan baik minimum dalam
waktu 20 tahun.
Komponen dan bahan bangunan harus memenuhi syarat-syarat
yaitu :
- penggunaan komponen dan bahan harus sesuai dengan
fungsinya ;
- mempunyai keawetan minimum 5 tahun untuk susunan non
struktur dan minimum 20 tahun untuk susunan struktur ;

- memenuhi norma, standar dan peraturan yang berlaku ;
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- dapat menahan semua beban dan gaya termasuk gempa bumi

yang bekerja padanya sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pemerintah telah berupaya
semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan perumnahan rakyat,
melalui kebijakan pemberian fasilitas kredit Pemilikan Kapling Siap
Bangun atau Kredit Pemilikan Rumah. Namun demikian sejalan dengan
kebijakan tersebut, perlu dikaji dan diperimbangkan sistem jaringan
hukum untuk pengamanan kebijakan tersebut. Karena terlihat misainya
dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang teknik pembangunan
rumah, belum dicantumkan ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi
atau tindakan lainnya yang perlu dilakukan, bila pedoman tersebut tidak
ditaati/ dipenuhi oleh developer atau pihak lainnya. Hal ini adalah sangat
penting dalam hubungannya dengan adanya kepastian hukum,
pengamanan dana yang disediakan oleh pemerintah, melindungi
kepentingan konsumen dan melindungi kepentingan developer dari
perbuatan/tindakan yang tidak diinginkan.18

Namun demikian, hal yang perlu menjadi pegangan bagi upaya
perlindungan konsumen adalah bahwa perjanjian yang dibuat dengan
pihak developer maupun bank harus sah dalam arti memenuhi syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320
BW, karena suatu perjanjian yang sah menurut pasal 1338 BW berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuainya. Artinya jika

1. Andi Hamzah, dkk, Op. Cit., h. 20

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 58

pihak developer atau bank melakukan pelanggaran terhadap isi
perjanjian, maka konsumen berhak untuk menegakan haknya dengan
menuntut pemenuhan prestasi dari lawan kontraknya dan/atau
menuntut ganti kerugian akibat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
Disamping itu developer dalam melaksanakan pembanguan rumah harus
bertanggung jawab dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, artinya jika developer tidak memenuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka konsumen dapat mengajukan gugatan
ganti rugi kepada developer atas dasar perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW

Apa yang telah diuraikan di atas, merupakan bagian dari upaya-
upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen perumahan
melalui pembelian secara KPR. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
angka 1 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Dalam penjelasan umum dari UUPK
diuraikan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah
tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu,
UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan
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pendidikan konsumen. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak
dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru
sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha
yang schat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang
berkualitas.

Perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian
hukum (pasal 2 UUPK). Dalam penjelasan dari pasal ini disebutkan
bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang rclevan dalam pcembangunan nasional,
yaitu :

1.  Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalar. penyelenggaraan perlindungan konsumen
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara
adil.

Asas  keseimbangan dimaksudkan untuk membaikan

keseimbangan kepentingan konsumen, pada wusaha, dan

pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan

a2
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dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara
menjamin kepastian hukum.

Asas-asas perlindungan konsumen tersebut diatas merupakan
panduan bagi semua pihak untuk membentuk sikap bertanggung jawab.
Sikap bertanggung jawab dari pihak developer dalam pembelian rumah
melalui KPR akan memberikan dampak yang sangat positip bagi
pembentukan lingkungan perumahan yang nyaman, sehat dan asri yang
sekaligus memberikan penghormatan kepada hak-hak konsumen
perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUPK diantaranya hak
konsumen perumahan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam menggunakan rumah dan hak untuk mendapatkan rumah yang
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
developer. Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang
sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab
dalam hal ini harus dilihat dalam pengertiannya yang luas, meliputi
tanggung jawab secara pidana (responsibility) dan tanggung jawab secara

perdata (liability).
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BAB II1
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER SETELAH PENGIKATAN

PERJANJIAN KREDIT PEMILIAM RUMAH (KPR)

1. Hak-Hak Selaku Konsumen Peramahan

Konsumen perumahan adalah setiap orang pemakai rumah yang
disediakan atau ditawarkan oleh perusahaan pengembang perumahan
(developer), baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (didasarkan atas
pengetian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK). Berdasarkan
pengertian tersebut, tidak dijelaskan bagaimana proses pemakaian rumah
tersebut, namun dalam praktek yang lazin adalah dengan jual beli. Jual beli
rumah berarti terjadi antara developer sebagai penjual dengan konsumen
sebagai pembeli. |

Telah disebutkan pada Bab Il bahwa jual beli secara hukum terjadi sejak
adanya kata sepakat tentang barang (rumah) dan harga antara penjual dan
pembeli walaupun penyerahan dan pelunasan pembayaran terhadap obyek
jual beli tersebut belum dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458
BW. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,
61
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sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
terscbut. Hal ini sesuai dengan istilah Belanda yakni “koop en verkoop” yang
mengandung, pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang,
yang lainnya “koopt” (membeli).

jual beli rumah melalui KPR, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 11,
walaupun sebagaian besar pembayarannya dilakukan oleh pihan Bank
kepada Developer, namun pembayaran ini adalah untuk dan atas nama
konsumen. Dengan demikian hukum perjanjian jual beli yang terjadi hanya
mencakup hak dan kewajiban dari developer dan konsumen. Berdasarkan
pada pasal 1466 BW, biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan
dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. Dalam
praktek umumnya biaya-biaya ini memang wmenjadi kewajiban dari
konsumen, walaupun ada developer yang menggunakan trik bahwa biaya-
biaya tersebut telah termasuk dalam harga jual rumah atau bahkan seolah-
olah ditanggung oleh developer.

Hak-hak konsumen perumahan sebagai pembeli dapat ditafsirkan
secara acontrario darli kewajiban-kewajiban developer sebagal penjual.
Menurut pasal 1474 BW, si penjual (developer) mempunyai kewajiban 2

(dua) kewajiban utama vyaitu menyerahkan barangnya (rumah) dan
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menanggungnya. Secara acontrario, maka hak konsumen perumahan adalah
menerima rumah tersebut dari si penjual dan meminta pertanggungan dari si
penjual terhadap rumah yang diserahkan kepada konsumen. Berdasarkan
pasal 1491 BW, penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si
pembeli adalah untuk menjamin 2 {(dua) hal, yaitu pertama penguasaan
benda (rumah) yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap
adanya cacat-cacat barang tersebut (rumah) yang tersembunyi atau yang
sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan
pembeliannya. Lebih lanjut mengenai cacat tersembunyi diatur dalam pasal
1504 BW yang menyatakan bahwa si penjual diwajibkan menanggung
terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual (rumah), yang membuat
barang itu (rumah) tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang
demikian mengurangi pemakaian itu sehingga si pembeli tidak akan
membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang
kurang,.

Apa yang dimaksud dalam pasal 1491 BW dan pasal 1504 BW itu
kemudian dalam UU Jasa Konstruksi disebut dengan istilah terjadinya
“Kegagalan Bangunan”. Menurut pasal 25 UU Jasa Konstruksi dinyatakan
bahwa pelaksana konstruksi (dalam hal ini developer) bertanggung jawab

atas kegagalan bangunan yang ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir
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pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kegagalan
bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan
kesehatan kerja dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan
penyedia jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Namun
demikian, berdasarkan pasal 1505 BW, si penjual tidakiah diwajibkan
menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri
oleh si pembeli.

Jika terjadi kegagalan bangunan, si pembeli (konsumen) dapat memilih
apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga
pembeliannya, atau apakah ia akan tetap memiliki rumah itu sambil
menuntut pengembalian sebagian harta sebagaimana akan ditentukan oleh
Hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu (pasal 1507 BW). Jika si
penjual (developer) telah mengetahui cacat-cacatnya rumah (baik dibuat
dengan sengaja maupun tidak sengaja), maka selain diwajibkan
mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan
mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada konsumen (pasal 1508
BW). Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan

pembatalan pembelian, harus oleh konsumen dimajukan dalam suatu waktu
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yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-
kebiasaan dari tempat dimana perjanjian pembelian dibuat (pasal 1511 BW).

Disamping mengenai cacat tersembunyi atau kegagalan bangunan,
dalam semua hal dimana si pembeli (konsumen) berhak meniadakan
pembelian, si penjual diwajibkan, selainnya mengembalikan harga barang
jika itu telah diterimanya, juga mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan
untuk melakukan pembelian dan penyerahan, sekadar si pembeli menurut
perjanjian telah membayarnya (pasal 1488 BW). Ketentuan ini biasanya
dalam praktek dijalankan bilamana permohonan KPR ditolak oleh Bank,
sehingga perjanjian jual beli dinyatakan batal dan uang muka yang telah
dibayar oleh pembeli (konsumen) dikembalikan sepenuhnya oleh developer
(perhatikan lampiran contoh Surat Pesanan dari Developer PT. Citra lama
Adigraha, pada angka 2 dan angka 9 dari kewajiban pembeti).

Bilamana penyerahan rumah karena kelalaian si penjual (developer)
tidak dapat dilaksanakan, maka si pembeli (konsumen) dapat menuntut
pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 BW dan pasal 1267 BW
(pasal 1480 BW). Pasal 1266 BW menyatakan bahwa syarat batal dianggap
sclalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik,
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dimana

pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim (vernietighar), termasuk
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dalam hal syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan
dalam perjanjian. Sedangkan pasal 1267 BW menyatakan bahwa pihak
terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia
(konsumen), jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang
lain (dalam kasus ini developer yang tidak dapat menyerahkan rumah sesuai
perjanjian) untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia (konsumen) akan
menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan
bunga (kepada developer).

Membahas masalah hak-hak konsumen, dengan sendirinya membahas
mengenai “ perlindungan konsumen”, yang dengan sendirinya juga berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum
terhadap konsumen bukanlah melulu materi yang berkaitan dengan fisik
belaka, melainkan meliputi pula hak-haknya yang bersifat abstrak. Secara
umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui secara
internasional yaitu :*

1.  hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety) ;
2. hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) ;
3. hak untuk memilih (the right to choese) ; dan

4.  hak untuk didengar (the right fo be henrd).

9. Shidarta, Op. Cit., h. 19
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Keempat hak dasar konsumen tersebut kemudian diakomodir dalam
UUPK, yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) hak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 UUPK sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa ;

2. Hak untuk memilih barang dan/ataun jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang diberikan ;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa ;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan ;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;

6. Hakuntuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif ;

8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak scsuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya ; dan
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9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang, lain.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 UUPK tersebut di atas, terdapat juga
hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikuinya,
khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha
(termasuk di dalamnya developer). Kewajiban dan hak merupakan antinomi
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak
konsumen. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 UUPK adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan ;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif ;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku ;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
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dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan ;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan ; dan

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
pertjanjian.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, ada juga hak untuk dilindungi
dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan,
kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak jujur, yang
dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (unfair
competition). Dalam hukum positip Indonesia, masalah persaingan curang
{(dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000
diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan
ini sesungguhnya diperuntukan bagi sesama peclaku usaha, tidak bagi
konsumen secara langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara

pelaku usaha pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen
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karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri.
Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak
berlaku pepatah : “dua gajah berkelai, pelanduk mati di tengah-tengah” 20
Dari uraian ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak konsumen ataupun
perlindungan hukum terhadap konsumen, nampak bahwa ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam BW saling melengkapi dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam UUPK bahkan dalam hak-hak dasar yang
diakui secara internasional. Jika ditarik benang merah dari seluruh ketentuan
ataupun hak-hak dasar konsumen, maka akan nampak bahwa perlindungan
konsumen tersebut atau hak-hak konsumen tersebut timbul dari suatu
hubungan hukum atau perjanjian yang bertimbal balik dan sebagaian besar
atau pada umumnya terjadi dari suatu perjanjian jual beli. Hal ini terkait
dengan pengertian konsumen yang banyak diartikan sebagai pembeli, yang
berarti pihak lawan kontraknya adalah penjual; dan dengan demikian sudah

pasti hubungan hukum yang terjadi adalah jual beli.

2. Tanggung Jawab Terhadap Kebenaran Informasi
Dalam dunia bisnis khususnya atau suatu hubungan hukum yang

menimbulkan persetujuan timbal balik, informasi memegang peranan yang

2. Shidarta, Op. Cit, h. 22
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cukup signifikan. Pada umumnya para pihak akan memutuskan untuk
melakukan suatu transaksi atau tidak; dengan kata lain menurut istilah
hukum adalah pihak satu akan melakukan aseptasi terhadap penawaran
(offerte) pihak yang lain dan/atau sebaliknya; bilamana para pihak tersebut
telah mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari apa yang akan
diperjanjikan kelak. Informasi adalah sumber bagi masukan para pihak
dalam suatu proses pemikiran dan penelaahan terhadap suatu hubungan
hukum yang akan dilakukan dan terjadi kemudian, dalam upaya untuk
mengambil suatu keputusan (making decission).

Dalam dunia perbankan, termasuk di dalamnya dalam pemberian
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank kepada konsumen, informasi dari
konsumen memegang peranan yang sangat sentral, bahkan ketelihan dan
kehati-hatian dalam menilai informasi tentang konsumen ini menjadi suatu
prinsip yang telah diwajibkan dalam suatu undang-undang (UU Perbankan).
Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 8 Undang-
Undang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan (artinya
adalah informasi) dari nasabah debitor untuk melusansi hutangnya. Untuk
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus

melakukan penilaian yang sama terhadap calon debitor atau dikenal dengan
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teori penilaian dengan “prinsip 5 C” (five C principles), yaitu Characteristic
(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan/agunan)
dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Dalam hukum perjanjian menurut BW, tidak diatur secara khusus
mengenai kebenaran suatu informasi, namun hal ini dapat ditelusuri dari
ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320
BW) khususnya yang menyangkut syarat pertama mengenai adanya
kesepakatan. Dalam suatu perjanjian, harus dibuat atas dasar konsesus atau
persetujuan kehendak diantara para pihak. Persetujuan kehendak adalah
kescpakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang
dibuat. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas
kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak
manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada
kehilafan dan tidak ada penipuan. Kekhilafan atau kesesatan (dwaling),
paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) merupakan penyebab dari tidak
adanya kata sepakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1321 BW.

Dikatakan tidak ada paksaan, apabila orang melakukan perbuatan itu
tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun
dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti, misalnya akan membuka

rahasia, sehingga dengan orang ita terpaksa menyetuji perjanjian itu,
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1324 BW. Dikatakan tidak ada
kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan, apabila salah satu pihak tidak
khilaf tentang hal-hal yang pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat
penting barang yang menjadi obyek perjanjian atau mengenai orang dengan
siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga
seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal itu, ia tidak akan
menyetujuinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1322 BW.

Dikatakan tidak ada penipuan, apabila tidak ada tindakan menipu
menurut arti undang-undang, yakni pasal 378 KUHP. Dikatakan menipu
menurut penertian undang-undang adalah dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk
membujuk pihak lawannya supaya menyetujui, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1328 BW. Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada
penipuan, apabila hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal,
seperti seorang pedagang yang menyatakan barang dagangannya paling
baik, padahal tidak demikian. Jadi dikatakan ada penipuan kalau disitu ada
tipu muslihat yang memperdayakan.

Keberadaan informasi yang benar akan selalu berkaitan dengan tidak
sahnya suatu perjanjian jika informasi yang diberikan digunakan dalam

upaya untuk melakukan penyesatan dan penipuan, dalam arti informasi
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yang diberikan tidak benar adanya. Penyesatan (dwaling) dan penipuan
(bedrog) merupakan alasan yang dapat digunakan untuk pembatalan
perjanjian, dengan jalan melakukan gugatan pembatalan kepada Hakim
dimana penyesatan dan penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu
(pasal 1328 BW).

Dalam perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini, khususnya di
negeri Belanda, disamping ketiga alasan yang dapat membatalkan
kesepakatan yang artinya dapat digunakan untuk membatalkan suatu
perjanjian adalah suatu kondisi yang disebut dengan “penyalah gunaan
keadaan” (mishruik van omstandigheden). Alasan ini sangat berarti dalam hal
perlindungan terhadap konsumen. Penyalahgunaan keadaan itu berkaitan
dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi ini membuat
salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan
kehendaknya. Ttulah sebabnya ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan
keadaan ini sebagai salah satu bentuk cacat kehendak juga.?!

Menurut van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada 2
(dua) unsur, yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan
kesempatan olech pihak lain. Dari unsur yang kedua itu, timbul sifat
perbuatan yaitu adanya keunggulan pada salah satu pihak yang bersifat

ekonomis dan/atau psikologis. Keunggulan ckonomis terjadi bila posisi

2. Shidarta, Op. Cit, h. 85
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kemampuan ekonomi kedua belah pihak tidak seimbang sehingga salah satu
bergantung kepada yang lain. Pada keunggulan psikologis, boleh jadi
ketergangungan ekonomis tidak ada, tetapi salah satu pihak mendominasi
secara kejiwaan. Kondisi ini tercipta karena : (1) adanya ketergantungan
relatif (misalnya antara orangtua dan anak, suami dan isteri, dokter dan
pasien), dan (2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk
kepentingannya,  disebabkan misalnya yang bersangkutan  belum
berpengalaman, gegabah, kurang cerdas dan/atau kurang informasi.”

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar (the right to be
informed) merupakan hak dasar konsumen yang telah diakui secara
internasional. Dalam UUPK, hak atas informasi ini merupakan salah satu hak
yang dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 huruf ¢, yakni hak
atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa. Jadi informasi itu tidak hanya sekedar benar, tetapi
juga harus disampaikan secara jelas dan juga jujur. Jujur dalam arti informasi
yang diberikan berdasarkan apa adanya atau keadaan dan kondisi yang
sebenarnya, bukan keadaan dan kondisi yang direkayasa atau juga dengan
melakukan penyalahgunaan keadaan. Hak ini dipertegas lagi dalam pasal 7
hurnf b yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

22 Shidarta, Op. Cit., h. 86

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

76

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

Disamping itu, UUPK juga memberikan larangan kepada pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf d, e dan f yakni pelaku
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang - tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gayva, mode atau penggunaan tertenty; dan tidak sesuai dengan
janji - yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Selanjutnya berdasarkan pasal 8
ayat (2), pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap
dan benar atas barang dimaksud.

Pelaku usaha juga dilarang untuk menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau
seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, barang
dan/atau jasa tersebut tersedia, barang tersebut tidak mengandung cacat
tersembunyi, dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum
pasti (pasal 9 ayat (1) huruf b, ¢, f dan k UUPK). Ketentuan atau larangan

tersebut dalam praktek banyak disimpangi, karena khususnya dalam bisnis
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perumahan, developer banyak melakukan pembangunan rumah secara
indent, artinya setelah ada kesepakatan jual beli baru rumah dibangun, tetapi
iklan atau promosi mengenai penjulalan rumah tersebut sedemikian gencar
seolah-olah rumah tersebut sudah ada dengan segala janji keunggulannya.
Berkaitan dengan penjualan secara indent atau melalui pesanan ini,
UUPK telah mengaturnya melalui pasal 16 yang menyatakan bahwa pelaku
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang
untuk :
(a) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai dengan vang dijanjikan; dan

(b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Tanggung jawab terhadap kebenaran informasi berarti bahwa setiap
produk (rumah) yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai
informasi yang benar, lengkap, jelas dan jujur. Informasi itu dipertukan agar
konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk
barang atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara,
vakni secara langsung secara lisan, atau melalui iklan diberbagai media

seperti surat kabar, brosur, pameran dan media clcktronik. Dengan
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demikian, informasi yang benar, lengkap, jelas dan jujur mengenai produk
barang dan/atau jasa adalah merupakan hak konsumen.

Prof. Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman,
dalam ceramahnya di Jakarta, 26-30 Oktober 1998 membedakan konsumen
berdasarkan hak ini. Ja menyatakan, sebelum kita melangkah lebih detail
dalam perlindungan konsumen, terlebih dahulu harus ada persamaan
persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan.
Menuruinya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu
konsumen yang terinformasi (well informed) dan konsumen yang tidak
terinformasi. Ciriciri tipe pertama, antara lain (1) memiliki tingkat
pendidikan tertentu, (2) mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, dan
(3) lancar berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini
mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Tipe
konsumen kedua memiliki ciri-ciri, antara lain (1) kurang berpendidikan, (2)
termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan (3) tidak lancar
berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi
tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan 2

Sebagian besar predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi
mengkonsumsi barang dan/atau jasa melalui suatu transaksi konsumen

(consumer transaction). Traksaksi konsumen adalah peralihan barang/jasa,

2. Shidarta, Op. Cit., h. 25
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termasuk di dalamnya peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.
Transaksi konsumen merupakan suatu perikatan, yang terutama bersangkut
paut dengan perikatan keperdataan. Dalam kacamata hukum perdata,
perikatan transaksi konsumen itu tidak serta merta terjadi begitu saja. Ada
prolog yang medahaluiya. Perikatan konsumen merupakan pelaksanaan dari
perikatan sebelumnya, yang dapat disebut pratransaksi konsumen. Setelah
trasaksi konsumen dilaksanakan, masih ada perikatan lain yang harus
dipenuhi kedua belah pihak, yang dapat disebut pasca transaksi konsumen.
Perikatan pasca transaksi konsumen ini biasanya dalam bentuk garansi atau
masa pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu, yang dikenal dengan istilah
layanan purna jual {after sales service).

Tahapan pratransaksi konsumen biasanya ditandai oleh penawaran dari
penjual kepada calon pembelinya. Pada saat ini lazimnya dilakukan melalui
media massa yang dikemas secara menarik, disebut dengan iklan. Tklan ini
denga sendirinya merupakan sumber informasi awal bagi calon pembeli
(konsumen) untuk mengambil keputusan. Jika konsumen masih ragu-ragu
atau ada yang belum jelas, seharusnya konsumen menanyakan hai-hal yang
dianggap belum jelas kepada si penjual (developer). Hak konsumen untuk

bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari si penjual secara

2. Shidaria, Op. Cif,, h. 137
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benar, lengkap, jelas dan jujur ini merupakan hak dasar konsumen yang

disebut “hak untuk didengax” (the right to be heard).

3. Jaminan Terhadap Kualitas Bangunan

Scbagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa baik BW , UU Jasa
Konstruksi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumahan
(bangunan rumah) maupun UU Perlindungan konsumen, mewajibkan si
penjual (developer) untuk menyerahkan dan menjamin barang (rumah) yang
dijualnya kepada pembeli (konsumen) dalam keadaan baik dan dibangun
dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta terbebas dari segala cacat
yang tersembuyl. Hal ini berarti developer bertanggung jawab terhadap
kualitas bangunan.

Dalam terminologi hukum bangunan, suatu perjanjian pembangunan
suatu bangunan, yang dikenal dengan istilah perjajian pemborongan atau
kontrak kerja konstruksi, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : (1)
tahap pelelangan / tender, (2) tahap pelaksanaan konstruksi, dan (3) tahap
pemcliharaan. Dalam perjanjian jual beli rumah dengan sistem indent yang
banyak dilakukan oleh developer, hanya nampak dua tahapan yag terkahir

saja, sedangkan tahapan pertama tidak nampak. Jika dikaji lebih dalam,
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sesungguhnya tahapan pertama tetap dilalui, dalam artian bahwa konsumen
telah sepakat dan menunjuk secara langsung pihak developer sebagai
pelaksana konstruksi atau pembangunan rumah.

Hal tersebut di atas perlu dipahami, karena dalam tahap pelaksaaan
konstruksi, pelaksana konstruksi harus berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati dalam tahap lclang/tender yakni mengenai
rencana kerja dan syarat (RKS) pembangunan berikut harga dan cara
pembayarannya yang kemudian terangkum dalam Perjanjian Pemborongan.
Jadi, pelaksana konstruksi wajib membangun bangunan sesuai dengan mutu
atau spesifikasi teknik yang telah ditentukan dalam tahap lelang/tender.
Secara analogi, dikarenakan dalam perjanjian jual beli rumah secara indent
tahap lelang dilakukan dengan menunjuk langsung si developer, maka
pelaksana konstruksi (dalam hal ini developer atau pihak lain yang
ditunjuknya) wajib membangun rumah sesuai dengan standar mutu dan
spesifikasi teknis yang umum berlaku yakni yang telah ditetapkan olch
peraturan perundang-undangan terkait. Jadi dalam perjanjian jual beli rumah
secara indent, dapat dikatakan terdapat dua perjanjian sekaligus vaitu
perjanjian jual beli rumah itu sendiri dan perjanjian pemborongan.

Dalam BW perjanjian pemborongan disebut dengan pemborongan

pekerjaan. Menurut pasal 1601 huruf b BW, pemborongan pekerjaan adalah
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persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dalam jual
beli rumah secara indent, maka si pemborong adalah developer (yang dalam
praktek kadang di sub kontrakkan kepada pemborong lainnya), dan pihak
yang memborongkan adalah si pembeli (konsumen).

Setelah tahap pelaksanaan konstruksi selesai, maka bangunan tersebut
discrahkan kepada si pengguna jasa (dalam hal ini pembeli), yang dilalui
dengan pemeriksaan fisik oleh pembeli terhadap bangunan tersebut dan
kemudian dituangkan dalam suatu berita acara penyerahan tahap pertama.
Dalam berita acara tersebut dapat dicantumkan perbaikan-perbaikan yang
harus dilakukan oleh developer. Penyerahan rumah pada tahap ini, dalam
dunia konstruksi dikenal dengan istilah “penycrahan pertama” atau
Provisional Hand Cver (PHO). Setelah penyeraan pertama, selanjutnya
memasuki tahap ketiga yaitu masa pemeliharaan (maintenance period).

Pada tahap masa pemeliaraan yang jangka waktunya telah ditentukan
sebelumnya, lazimnya untuk bangunan adalah 6 (enam) bulan, developer
berkewajiban untuk memelihara kondisi bangunan rumah dan/atau
memperbaiki kerusakan-kerusakan atau cacat yang terjadi hingga rumah

tersebut sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati atau
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sesuai dengan standar mutu yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait.

Setelah tahap masa pemeliharaan konstruksi selesai, maka bangunan
tersebut diserahkan kembali kepada si pengguna jasa (dalam hal ini pembeli),
yang juga dilalui dengan pemeriksaan fisik oleh pembeli terhadap bangunan
terscbut dan kemudian dituangkan dalam suatu berita acara penyerahan
akhir. Penyerahan rumah pada tahap ini, dalam dunia konstruksi dikenal
dengan istilah “penyerahan kedua” atau “penyerahan akhir” atau Final Hand
Over (FHO). Pada umumnya, banyak pihak yang beranggapan bahwa setelah
FHO ini, maka tanggung jawab developer terhadap bangunan rumah telah
berakhir. Anggapan ini berdasarkan telah adanya penerimaan dari pihak
pengguna jasa (konsumen) yang dituangkan dalam berita acara FHO
tersebut.

Namun demikian, secara hukum, tanggung jawab developer sebagai si
pemborong, tidaklah berakhir setelah bangunan rumah tersebut diserahkan
dan diterima oleh si pembeli (sebagai pihak yang memborongkan). Menurut
pasal 1609 BW, jika suatu gedung (dapat ditafsirkan termasuk juga rumah),
yang telah diborongkan dan dibuat untuk suatu harga tertentu, seluruhnya
atau sebagian musnah disebabkan suatu cacat dalam penyusunannya

(pembangunannya) atau bahkan karena tidak sanggupnya tanahnya, maka
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para ahli pembangunannya serta para pemborongnya adalah bertanggung
jawab untuk itu selama sepuluh tahun. Ketentuan ini serupa dengan
ketentuan pasal 25 UU Jasa Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa
penyedia jasa (pemborong) wajib bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan yang ditentukan terhitung scjak penyerahan akhir pekerjaan
konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kegagalan bangunan adalah
keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun
scbagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja
dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa
(pemborong) setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (Pasal 34
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, sebagai peraturan pelaksana dari UU Jasa Konstruksi).
Selanjutnya dalam BW ditentukan pula bahwa si pemborong adalah
bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang
dipekerjakan olehnya (pasal 1613 BW). Maksudnya adalah para tukang
dan/atau sub pemborong (sub kontraktor) yang diperintahkan oleh
developer (si pemborong) untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian
pekerjaan pembangunan rumah (pasal 1615 BW). Ketentuan dalam BW ind
sejalan dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2000, yang menyatakan bahwa sub penyedia jasa berbentuk orang
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perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam
terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa

utama.

4. Tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penjualan rumah oleh
developer melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), konsumen merupakan
sasaran alau target penjualan rumah tersebut dari developer dan sekaligus
target dari bank dalam penyaluran kredit melalui KPR. Namun demikian,
dikarenakan produk yang dijual adalah rumah yang dibangun oleh
developer, maka developer memiliki andil dan tanggung jawab yang paling
signifikan terhadap konsumen dalam penjualan rumah melalui KPR. Hal ini
berkaitan erat dengan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan
terhdap konsumen.

Tanggung jawab developer terhadap konsumen meliputi tanggung
jawab dalam arti luas, yakni tanggung jawab secara pidana (responsibility)
dan tanggung jawab secara perdata atau yang discbut tanggung gugat
(liability). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat
penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus

pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis
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siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab
dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait?® Prinsip tanggung jawab
berdasarkan unsur kesalahan (fault ligbility atau liability based on fault) adalah

prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Tanggung Jawab Pidana Developer (Responsibility)

Tanggung jawab secara pidana merupakan tanggung jawab developer
yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarannya. Menurut
Prof. Mocljatno, dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang mclanggar larangan tersebut.
Adapun unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah sebagai berikut : 26
a. perbuatan, yakni kelakuan berikuat akibat yang ditimbulkannya ;

b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat
formil) ;
¢. bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab pidana developer

terkait dengan tanggung jawabnya dalam penjualan rumah melalui KPR

dapat dicari dari ketentuan-ketentuan baik dalam Kitab Undang-Undang

*%. Shidarta, Op. Cit., h. 72
26. Nico, Tanggunyg Jawah Notaris Selaku Pejabal Usuni, CDSBL, Yogyakarta, 2004, h. 143

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

87

Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), dalam ketentuan
UU Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) berikut
peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kosntruksi, dan dalam ketentuan UU
Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Tanggung jawab developer dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan perlindungan
konsumen terhadap penjualan rumah oleh developer melaiui KPR,
diantaranya yakni pasal 378, pasal 383, dan pasal 387 KUHP. Sclengkapnya
bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau
orang lain dengan melawan hokum, baik dengan memakai nama paisu
atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan
rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu
barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang,
dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya
empat tahun.

Terkait dengan tanggung jawab developer, yang diancam hukuman
dalam pasal ini adalah developer yang membujuk konsumen supaya
membuat utang (dalam arti membeli rumah) dengan tipu muslihat atau

kebohongan. Membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa

sehingga orang vang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan
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kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang
sebenarnya, ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu. Menguntungkan
diri sendiri dengan melawan hokum berarti menguntungkan diri sendiri
dengan tiada hak. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian
rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya
akan kebenaran yang ditipukan itu. Sedangkan “rangkaian kebohongan”
adalah susunan kalimat-kalimaty bohong yang tersusun demikian rupa,
sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan
yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang,
seakan-akan benar.
Pasal 383

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat

bulan penjual yang menipu pembeli :

1. karena ia dengan sengaja menyerahkan kepada pembeli yang telah
membeli barang yang tertentu sesuatu barang Jain daripada barang
yang ditunjuk olechnya kepada pembeli ;

2. tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan
dengan ipu muslihat.

Dalam kaitannya dengan developer, yang diancam hukuman dalam
pasal ini adalah developer yang dengan sengaja menjual rumah lain dari
pada yang dimaksud oleh pembeli, atau yang dengan sengaja menjual rumah
yang keadaan dan sifatnya (mutunya) tidak sesuai dengan rumah yang telah

disepakati oleh pembeli. Dalam hal ini dapat pula ditafsirkan perbuatan
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developer yang menjual rumah dengan cacat yang tersembunyi yang ia
ketahui atau sengaja dibuatnya yang dengan sendirinya tidak sesuai dengan
apa yang telah developer perjanjikan atau informasikan (melalui brosur dan
sebagainya) kepada pembeli.

Pasal 387

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-
lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga
puluh juta rupiah, pemborong atau ahli membuat bangunan atau
penjual bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan itu
atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan itu melakukan
suatu perbuatan menipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi
keselamatan orang atau barang, atau bagi kesclamatan negara waktu
ada perang,.

(2) Dipidana dengan pidana sama dengan ayat (1} barangsiapa yang
disuruh mengawasi pekerjaan atau penyerahan bahan bangunan itu
dan dengan sengaja membiarkan perbuatan menipu itu.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab developer dalam hal ini dapat
dihubungan jika bangunan rumah yang dibangun oleh developer rusak
dan/atau rubuh yang mengakibatkan konsumen atau orang lain yang berada
dalam rumah dalam keadaan bahaya atau menjadi korban, sebagai akibat
perbuatan penipuan (dalam hal kualitas bangunan) yang dilakukan oleh
developer (sebagai pemborong pembangunan rumah) ataupun sebagai
pengawas pembangunan rumah atau pihak lain yang memborong bangunan

rumah terscbut (sub pemborong atau sub kontraktor). Menurut Undang-

Undang Nomro 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan lindak Pidana
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Korupsi, pasal 387 KUHP ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan
diancam hukuman penjara scumur hidup atau penjara selama-lamanya dua
puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.

Tanggung jawab pidana developer dalam UU Jasa Konstruksi dapat
ditemukan dalam pasal 43 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Barangsiapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang
tidak memenuhi ketentuan ketcknikan dan mengakibatkan kegagalan
pekerjaan konstruksi bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima)
tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh per
seratus) dari nilai kontrak.

(2) Barangsiapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang
telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi
atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima)
tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima per
seratus) dari nilai kontrak.

{3) Barangsiapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain
yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan
terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya
kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai
pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda
paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Dari ketentuan pasal 43 UU Jasa konsirksi, terlihat bahwa developer
bertanggung jawab manakala ia bertindak sebagai perencana dari bangunan
rumah yang dijual kepada konsumen, maupun manakala developer memjadi

pelaksana pembangunan dari rumah tersebut, atau dalam hal developer

hanya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan
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yang telah diserahkannya kepada pihak lain (sub kontraktor) bahkan
manakala developer bertindak sebagai perencana atau pengawas, ia diancam
dengan sanksi denda yang lebih tinggi bila developer menjadi pelaksana
pembangunan rumah tersebut.

Dalam PP 29/2000 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tidak
diatur kembali mengenai tanggung jawab pidana dari developer baik dalam
kedudukannya sebagai perencana pembangunan perumahan, pelaksana
pembangunan perumahan maupun pengawas dari pembangunan
perumahan. Dalam PP 29/2000 ini hanya diatur mengenai tanggung jawab
secara perdata yakni tanggung jawab atas ganti rugi jika terjadi kegagalan
bangunan, dan pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan administrasi.

Sedangkan tanggung jawab pidana developer dalam kaitannya dengan
UU Perlindungan Konsumen dapat ditemukan dalam pasal 61, pasal 62 dan
pasal 63 UUPK. Pasal 61 UUTK menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat
dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya Tanggung jawab
developer tersecbut timbul bilamana developer sebagai pelaku usaha
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-keteniuan dalam UUPK,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UUPK yang menyatakan :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e, ayat (2), dan pasai 18
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan scbagaimana dimaksud
dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan
pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.

Sanksi pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 62 UUFK tersebut,

masih dapat ditambah dengan hukuman lainnya scbagaimana dimaksud

dalam pasal 63 UUPK, berupa :
a. perampasan barang tertentu ;
b. pengumuman keputusan hakim ;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan

timbulnya kerugian konsumen ;
kewajiban penarikan barang dari peredaran ; dan
pencabutan izin usaha.

o

Tanggung Gugat Developer (Liability)

Tanggung gugat developer adalah bentuk pertanggung jawaban
developer secara perdata yakni tanggung jawab atas ganti rugi jika developer
melakukan perbuatan atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada

konsumen seperti terjadinya kegagalan bangunan. Prinsip tanggung jawab
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dalam hal ini adalah berdasarkan unsure kesalahan (fault liability atau
liability based on fault). Dalam BW, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367,
prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru
dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur
kesalahan yang dilakukannya.?

langgung jawab developer secara perdata ini dapat dianalisis dari
kesalahan developer berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan
konsumen, dalam hal ini adalah perjanjian jual beli rumah dan sekaligus
perjanjian pemborongan rumah, yakni berdasarkan pada adanya unsur-
unsur penyesatan {dwaling) dan tipu muslihat (bedrog) sehingga tidak
memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 BW (artinya dalam tahap pra
rorjanjian), maupun dilihat dari tidak dipenuhinya atau dilanggarnya
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian oleh developer (dalam tahap
pelaksanaan perjanjian). Disamping itu tanggung jawab developer secara
perdata ini dapat timbul dari adan.ya perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan developer yang dapat dianalisis dari pelanggaran-pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang seperti UU Jasa
Kostruksi dan UUPK maupun melanggar hak orang lain sebagaimana

dimaksud dalam pasal 25 UUPK.

27, Shidarta, Op. Cit., h. 73
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Untuk sahnya suatu perjanjian, berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW,
diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. suatu hal tertentu ; dan
4.  Suatu Sebab Yang Diperbolehkan.

Dari persyaratan di atas dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) macam.
Kelompok yang pertama adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek
perjanjian yakni pada syarat pertama dan syarat kedua. Syarat-syarat ini
dikenal dengan sebutan “syarat subyektif”. Sedangkan kelompok yang kedua
adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian yakni mengenai
prestasi scbagaimana tersebut dalam syarat ketiga dan syarat keempat.
Syarat-syarat ini dikena! dengan sebutan “syarat obyektif”.

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian akan
diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan dan berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuainya, sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1338 BW. Sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak akan
diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

95

mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara
mereka.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban developer secara perdata
cukup didasarkan pada syarat sahnya perjanjian yang pertama yakni harus
adanya kata sepakat, dengan asumsi bahwa persyaratan yang lain telah
dipenuhi seperti syarat kecakapan, obyek yang tertentu dan sebab yang halal.
Dalam suatu perjanjian, harus dibuat atas dasar konsesus atau persetujuan
kehendak diantara para pihak. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan,
seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat.
Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan
sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan {dwang) sama sekali dari pihak
manapun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1324 BW. Dalam pengertian
persetujuan kehendak itu juga tidak ada kehilafan atau penyesatan (dwaling)
dan tidak ada peripuan (bedrog) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1321,
1322 dan 1328 BW.

Dikatakan tidak ada paksaan (dwang), apabila orang melakukan
perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan
jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti, misalnya akan
membuka rahasia, sehingga dengan orang itu terpaksa menyetuji perjanjian

itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1324 BW.  Dikatakan tidak ada
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kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan (dwaling), apabila salah satu pihak
tidak khilaf tentang hal-hal yang pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-
sifat penting barang yang menjadi obyck perjanjian atau mengenai orang
dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa
sehingga secandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal itu, ia tidak akan
menyetujuinya, scbagaimana dimaksud dalam pasal 1322 BW. Dikatakan
tidak ada penipuan (bedrog), apabila tidak ada tindakan menipu menurut
arti undang-undang, vakmi pasal 378 KULIP.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW dapat menyebabkan
perjanjian tersebut batal dengan mengajukan permohonan pembatalan ke
muka hakim oleh pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan pasal 1340 BW,
suatu perjanjian pada asasnya hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang
membuat persetujuan saja. Dengan demikian pembatalan terhadap perjanjian
tersebut, dengan sendirinya akan menimbulkan akibat hukum bagi para
pihak dalam Perjanjian tersebut. Aldbat hukum dari pembatalan suatu
Perjanjian bergantung kepada dasar hukum dari pembatalan Perjanjian itu.
Syarat batal berdasarkan pasal 1266 BW diangap seclalu dicantumkan dalam
persctujuan-persetuyjuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya, pembatalan mana harus dimintakan kepada
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hakim. Suatu syarat batal menurut pasal 1265 BW adalah suatu syarat yang
apabila dipenuhi, menghentikan Perjanjian dan membawa segala sesuatu
kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu
Perjanjian.

Dengan demikian apabila dalam suatu Perjanjian, tidak dipenuhi syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW, maka
syarat batal tersebut sccara hukum telah terpenuhi. Para pihak atau pihak
yang merasa dirugikan terhadap Perjanjian yang terjadi, dapat mengajukan
permohonan pembatalan perjanjian tersebut kepada Hakim. Bilamana Hakim
memutuskan pembatalan perjanjian itu, akan menimbulkan akibat hukum
bagi para pihak dalam DPerjanjian. Bilamana dasar hukum pembatalan
perjanjian adalah dikarenakan melanggar syarat-syarat obyekyif suatu
perjanjian, maka secara hukum pembatalan perjanjian tersebut bersifat “batal
demi hukum”. Disebut batal demi hukum, karena kebatalannya terjadi
berdasarkan  undang-undang. Undang-undang menentukan bahwa
perbuatan hukum adalah batal demi hukum jika terjadi pelanggaran
terhadap syarat yang menyangkut bentuk perbuatan hukum, ketertiban
umum atau kesusilaan. Jadi pada umumnya adalah untuk melindungi
ketertiban masyarakat. Sebagai akibatnya adalah bahwa demi hukum

dianggap tidak pernah ada perjanjian itu. Berdasarkan pasal 1267 BW, pihak
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yang memohonkan pembatalan (dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan)
dapat menuntut pula penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dikarenakan demi hukum dengan pembatalan perjanjian ini dianggap
tidak pernah terjadi suatu perjanjian diantara para pihak, maka pihak yang
merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan atas seluruh prestasi yang
sudah pernah terjadi atau menuntut dikembalikannya prestasi yang telah
pernah diberikan sebelum putusan pembatalan perjanjian itu, bahkan
bilamana prestasi yang berupa benda/barang tersebut telah beralih kepada
pihak lainnya. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang
bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Kebatalan demi
hukum ini berarti mempunyai sifat absolut, artinya setiap orang dapat
mengemukakan kebatalan dan kebatalan itu berlaku bagi setiap orang. Pada
asasnya kebatalan berakibat bahwa hubungan hukum antara para pihak
dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum dibuatnya perjanjian.

Bilamana dasar hukum pembatalan adalah dikarenakan melanggar
syarat-syarat subyektif suatu perjan]'ian termasuk bilamana terjadi
penyesatan (dwaling) atau tipu muslihat (bedrog), maka secara hukum
pembatalan perjanjian tersebut bersifat “batal atas permohonan”. Pembatalan
ini mempunyai akibat hukum terhitung sejak ada putusan hakim yang

membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum putusan hakim, perbuatan hukum
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yang bersangkutan tetap berlaku, artinya perbuatan hukum atas perjanjian
sejak diadakan hingga dibatalkan tetap berlaku atau tidak berlaku surut
sebagaimana akibat hukum dari kebatalan demi hukum. jadi perbuatan
hukum dapat dibatalkan, karena undang-undang ingin mejindungi
sescorang terhadap dirinya sendiri. Pembatalan ini bersifat relatif, artinya
hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengajukan kebatalan yakni
orang yang merasa dirugikan dan kebatalan itu berlaku hanya berlaku bagi
orang-orang tertentu (para pihak atau pihak ketiga). TPihak yang
memohonkan pembatalan {(dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan) dapat
menuntut pula penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dalam hal developer melalukan pelanggaran atau tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dengan konsumen, maka
dikatakan bahwa pada developer telah terjadi “wanprestasi”. Meurut pasal
1234 BW, sescorang barulah diwajibkan membayar ganti rugi, biaya dan
bunga bilamana ia tidak berprestasi (berwanprestasi) setelah ia dinyatakan
lalai oleh lawan kontraknya tetap tidak melaksanakan isi dari perjanjian, atau
bilamana ia tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang telah
ditetapkan dalam perjanjian (fatale termijn). Jadi seseorang yang menuntut

pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga harus membuktikan bahwa :
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a. adanya perikatan (perjanjian) ;

b. lawan kontraknya tidak melaksanakan perikatan atau melakukan
wanprestasi;

¢. lawan kontraknya telah dinyatakan lalai ; dan

d. seseorang tersebut menderita kerugian karena wanprestasi dari lawan
kontraknya.

Yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah “pernyataan lalai”. Hal
ini karena undang-undang mengatur lembaga “pernyataan lalai” sebagai
suatu alat hokum. Pernyataan lalai adalah pemberitahuan seseorang kepada
lawan kontraknya mengenai saat terakhir lawan kontraknya harus
berprestasi. Bilamana laan kontraknya tetap tidak berprestasi pada saat
tersebut dalam pernyataan lalai, maka seseorang tersebut dapat menuntut
lawan kontraknya di muka pengadilan pembatalan perikatan/ perjanjian
dengan/tanpa tambahan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga. Menurut
pasal 1238 BW, pernyataan lalai dilaksanakan dengan perintah Pengadilan
atau akta sejenis. Perintah Pengadilan itu disebut “deurwaarders exploit” yang
disampaikan oleh seorang juru sita (deurwaarder) kepada lawan kontrak yang
wanprestasi. Isi pernyataan lalai adalah sescorang tersebut memberi
kesempatan terakhir untuk melaksanakan perikatan dengan mcnunda saat

pelaksanaannya, misalnya dua minggu atau sebulan.

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
101

Bentuk tanggung jawab secara perdata dari developer dapat timbul dari
perbuatan melawan hokum developer, yakni perbuatan devcloper yang
melanggar atau melawan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Bentuk tanggung,
jawab dari developer terhadap kualitas bangunan rumah atau bilamana
terjadi kegagalan bangunan adalah dapat dikenakan sanksi dan ganti rugi
berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, yang
menyatakan :

(1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggungjawaban,
percncana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas
tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen
perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.

(2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan
perencana  konstruksi, maka perencana konstruksi hanya
bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya
yang belum /tidak diubah.

(3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan
pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti
rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau
badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kotrak kerja
konstruksi.

(4} Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas
kostruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat
dikenakan pada usaha orang perscorangan dan/atau badan usaha
pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.

Mekanisme pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan,

berdasarkan pasal 46 PP 29/2000, dapat dilakukan dengan mekanisme
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pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan : (a)
persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas
dasar kesepakatan dan (b) premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan
biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa (developer) menjadi
bagian dari usur biaya pekerjaan kontruksi (rumah). Dalam hal pengguna
jasa (konsumen) tidak bersedia memasukan biaya premi, maka resiko
kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa (konsumen).
Untuk dapat menuntut pertanggung jawaban developer dalam hal
terjadinya kegagalan bangunan, harus dibuktikan atau dinilai oleh penilai
ahli yang professional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat
independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang dipilih
dan disepakati bersama oleh penyedia jasa (developer) dan pengguna jasa
{(konsumen), sebagaimana dimaksud pasal 36 PP 29 /2000. Berdasarkan pasal
38 PP 29/2000, penilai ahli tersebut bertugas antara lain :
a. menetapkan sebab-scbab terjadinya kegagalan bangunan ;
b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan
bangunan ;
¢. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan ;
d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi
yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan

kesalahan.
e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
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Penilai ahli tersebut berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya
kepada pihak yang menunjuknya (konsumen dan developer) dan
menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin
membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya
(pasal 38 ayat (2) PP 29/2000). Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli
tersebut bersifat final dan mengikat (pasal 47 PP 29/2000).

Dalam UUPK, tanggung jawab developer secara perdata dapat dituntut
berdasarkan ketentuan pasal 45 UUPK yang menyatakan :

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yangbertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
para pihak yang bersengketa.

(3) DPenyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh

apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Tanggung jawab secara perdata dari developer dapat juga dituntut
berdasarkan pelanggaran terhadap hak orang lain (konsumen) yakni hak
konsumen untuk mendapatkan fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UUPK yang menyatakan :
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(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya
berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan
wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan Yyang
diperjanjikan.

(2) DPelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila
pelaku usaha tersebut :

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas perbaikan ;

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi
yang diperjanjikan.

Menurut ketentuan dalam BW, jika developer mclakukan perbuatan
yang melawan hokum dan merugikan konsumen, maka konsumen dapat
menuntut tanggung jawab developer untuk mengganti kerugian atas dasar
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW.
Lebih lanjut berdasarkan pasal 1367 BW discbutkan bahwa seseorang tidak
saja  bertanggung jawab wuntuk kerugian vyang disebabkan karena
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan pada pasal 1365 BW, untuk dapat mencapai suatu hasil
yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan
hukum, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan yang melawan hukum ;

b. harus ada kesalahan ;
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c.  harus ada kerugian yang ditimbulkan ; dan

d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.?

Mengenai unsur perbuatan melawan hukum, berdasarkan Arrest Hoge
Raad 31 Januari 1919, bahiwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu
perbuatan melawan hukum, bilamana :

- melanggar hak orang lain, yakni melanggar hak subyektif orang lain
yakni suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada
scseorang untuk digunakan bagi kepentingannya seperti hak atas
kebebasan, hak atas kechormatan nama baik, hak-hak kebendaan dan
hak-hak mutlak lainnya.

- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, yakni
bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang.

- Bertentangan dengan kesusilaan, yakni norma-norma moral sepanjang
dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

-  Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain
Unsur kesalahan dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara

obyektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia

vang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan

kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau

% R éetiawan, Op. Cit, h. 76

Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

106

tidak berbuat. Secara subyektif harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan
keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Unsur kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum
dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian idiil. Kerugian materiil
merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang
seharusnya diperoleh. Kerugian idiil adalah seperti ketakuian, sakit dan
kehilangan kesenangan hidup dan lain sebagainya. Untuk menuntut luasnya
kerugian yang harus digant, umumnya harus dilakukan dengan menilai
kerugian tersebut. Pada asasnya, yang dirugikan harus sedapat mungkin
ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika tidak terjadi perbuatan
melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak
hanya kerugian yang tclah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan
tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang, termasuk
bunga.

Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan
kerugian dapat dipecahkan dengan-dua teori, yakni teori Conditio Sine qua
non dari Von Buri dan teori Adeguate veroorzaking dari Von Kries. Menurut
teori conditio sine qua non, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum
selalu bertanggung jawab jika perbuatannya conditio sine qua non

menimbulkan kerugian, maksudnya yang harus dianggap sebagai scbab
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daripada suatu perubahan (akibat perbuatan) adalah semua syarat-syarat
yang harus ada untuk timbulnya akibat. Sedangkan menurut teori adequate
veroorzaking, si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang
selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan
hukum. Dari kedua teori tersebut, yang banyak dianut adalah teori adequate
veroorzaking.

Berkaitan dengan keluaran (output) dari jual beli rumah secara indent
dan melalui KPR adalah berupa produk, yakni bangunan rumah, maka
tanggung jawab developer dalam hal ini dapat juga dikaji dari prinsip
tanggung jawab produk (product lighility). Tanggung jawab produk
sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen, yang dalam istilah
bahasa Jerman discbut “produzenten-haftung”. Agnes M. Toar mengartikan
tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk
produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau
menyebabkan kerugian Karena cacat yang melekat pada produk tersebut.
Kata produk oleh Agnes M. Toar diartikan sebagai barang, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Tanggung jawab itu dapat bersifat
kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-undang (gugatannya atas
dasar perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab produk,

penekanannya ada pada yang terakir (fortuous liability)?® Dalam BW,

2. Shidarta, Op. Cit,, h. 80
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ketentuan tentang tanggung jawab produk ini dapat dijumpai dalam
ketentuan-ketentuan dalam kewajiban si penjual yang secara antinomi
menjadi hak-hak dari konsumen yakni dalam pasal 1504 BW sampai dengan

pasal 1511 BW, sebagaimana telah dibahas dalam sub bab pertama di atas.

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pada pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah terdapat
3 (tiga) pihak yakni developer, bank dan konsumen. Konsumen
berada dalam posisi sebagai obyek atau sasaran dari developer
maupun bank. Pada sisi lain konsumen dan bank merupakan obyek
dari developer, karena konsumen atas dukungan bank dengan
fasilitas KPR-nya adalah pembeli unit rumah yang dibangun
developer. Karakter hubungan para pihak dalam pembelian rumah
melalui KPR adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian
(kontraktuil) dan juga hubungan hukum yang terjadi karena undang-
undang. Hubungan hukum yang utama adalah perjanjian jual beli
rumah antara developer dengan konsumen dan perjanjanjian pinjam
meminjam dengan bunga (perjanjian kredit) antara bank dengan
konsumen. Sedangkan hubungan hukum antara developer dengan
Bank adalah hubungan kemitraan dengan persamaan sasaran atau
obyek yakni konsumen. Dalam hubungan jual beli rumah antara
developer dan konsumen yang dilakukan secara indent, timbul dua
perjanjian yakni perjanjian jual beli rumah (kontraktuil) dan

perjanjian pemborongan (demi hukum dan undang-undang).

109
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Keseluruhan hubungan para pihak tersebut menimbulkan perikatan
baik dibingkai dalam bentuk perjanjian maupun karena undang-
undang. Perikatan-perikatan tersebut harus dilaksanakan dengan
itikad baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam jual beli rumah ketentuan undang-undang yang harus
dipatuhi adalah BW, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa
Konsturksi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan
hukum bangunan.

b. Developer bertanggung jawab terhadap bangunan rumah yang
dijualnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tanggug jawab ini
dalam arti luas yakni tanggung jawab secara pidana (responsibility)
dan tanggung jawab perdata atau yang disebut tanggung gugat
(liability). Tanggung jawab secara pidana (responsibility) terjadi jika
developer melakukan suatu perbuatan pidana artinya perbuatan
melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab
pidana developer dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentnan dalam KUHP, UU Jasa Konstruksi dan UUPK.
Sedangkan tanggung gugat (liability) developer dapat dituntut
berdasarkan pelanggaran terhadap tidak dipenuinya persyaratan
sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW
seperti melakukan penyesatan/kekhilafan atau penipuan dalam

kesepakatan, dan terhadap pelanggaran oleh developer terhadap
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ketentuan dalam perjanjian {(wanprestasi), serta perbuatan melanggar
hukum dari developer (onrechmatigedaad), yakni pelanggaran
terhadap UU Jasa Konstruksi dan UUPK termasuk pelanggaran
terhadap hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
UUPK. Developer bertanggung gugat terhadap kualitas bangunan
rumah sampai dengan jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun
setelah penyerahan akhir bangunan rumah (setelah selesainya masa
pemeliharaan), baik berdasarkan ketentuan dalam BW maupun
dalam UU Jasa Konstruksi. Pertanggung jawaban perdata developer
adalah untuk mengganti kerugian, yakni segala biaya, kerugian dan
bunga kepada konsumen, yang dilakukan dengan mengajukan
gugatan melalui Hakim. Tanggung jawab tersebut didasarkan atas
terjadinya kesalahan (fault liability). Tanggung jawab tersebut juga
termasuk tanggung jawab terhadap produk (product liability),
dikarenakan bangunan rumah tersebut disamping sebagai obyek
perjanjian pemborongan juga sekaligus sebagai obyek perjanjian jual

beli.

2,  Saran
a. Dikarenakan konsumen dan bank merupakan pihak-pihak yang,
berkepentingan dengan kualitas rumah yakni konsumen dengan

dukungan fasilitas KPR dari bank membeli rumah dari developer
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yang selanjutnya rumah terscbut (berikut tanahnya) menjadi jaminan
kredit bagi bank, maka disarankan scbaiknya ada kesepakatan
terlebih dahulu antara Bank dengan konsumen yang dilakukan
setelah konsumen dinyatakan layak oleh bank untuk mendapatkan
fasilitas KPR dari Bank. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa pihak
Bank dengan konsumen akan bersama-sama melakukan
pemeriksaan kualitas bangunan rumah pada saat penyerahan akhir
rumah oleh developer. Atas dasar kesepakatan ini, Bank kemudian
memberikan rekomendasi kepada developer untuk melakukan
transaksi jual beli rumah dengan konsumen dengan pembiayaan
melalui KPR dari bank. Selanjuynya disarankan, dalam perjanjian
jual beli rumah antara developer dengan konsumen, pihak bank
turut serta sebagai pihak (pihak ketiga), dimana Bank dan konsumen
baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak untuk melakukan
pengawasan {supervision) dan pemeriksaan (inspection). Dengan
demikian konsumen sekaligus Bank akan terlidungi oleh
kemungkinan  terjadinya cacat tersembunyi atau kegagalan
bangunan.

b. Untuk mendapatkan kepastian hukum akan tanggung jawab
developer lerhadap kualitas rumah, disarankan dalam perjanjian
pembclian jual beli rumah antara developer dengan konsumen dan

bank, developer diwajibkan untuk memberikan jaminan dalam
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bentuk asuransi atau bank garansi yang biayanya dipotong dari
harga pelunasan harga rumah yang dibayarkan oich Bank. Asuransi
terscbut diurus atau dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan
untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian
konsumen maupun Bank akan terlindungi terhadap resiko terjadinya
cacat tersembunyi atau kegagalan bangunan, sebalikmya pihak
developer akan termotivasi untuk membangun rumah yang baik
sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dan standar mutu yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika konstruksi
bangunan baik dan fungsional sampai dengan atau lebih dari jangka
waktu jaminan, maka semua pihak akan merasa senang, yang pada
akhimya akan berdampak pada meningkatnya kualitas dan
profesionalisme developer sekaligus kesejahteraan, keamanan dan

kedamaian masyarakat.

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

114

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Andi Hamzah, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Rineka Cipta, Jakarta,
2000

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982

Djumaldi, Hukum Bangunan - Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan
Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001

Nico, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta,
2004

R. Subekti, Ancka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, jakarta, 2004

Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis Menurut Sistem Cioil Law, Common
Law, dan Prakiek Dagang Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Pertkatan, Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian Dan Dari Undang-Undang, Mandar Maju, Bandung, 1994

Proyek Peningkatan Alih Teknologi Tenaga Kerja Konstruksi Biro Bina
Sarana Perusahaan Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan
Umum, Manajemen Pelaksanaan Proyek Konstruksi, Seri Pengetahuan
Umum, Buku A, Cetakan IV, Jakarta, 1997

Yulianto, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta [Jaminan Kredit
Perbankan, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 115

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Burgerlijk Wetboek (Staatblad 1847 Nomor 23), diterjemahkan sebagai
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti dan R.
jitrosudibio

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

Undang-Undang Nomor 4 ‘Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan
Pemukiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 'lentany Perbankan

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 'lentang Jasa Konstruksi

Peraturan Femerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi

Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/KPIS/1986 Tentang
Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak

Bersusun

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Surat Pesanan (Jual Beli Rumah)

Lampiran B : Brosur / Tklan Perumahan

Lampiran C : Formulir Data Developer dan Pembeli Untuk Mendapatkan
KPR

Lampiran D : Taksasi Nilai Agunan Rumah Untuk KPR

Lampiran E : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Lampiran A : Surat Pesanan (Jual Beli Rumah)

PT. CITRA TAMA ADIGRAHA

117

REAL ESTAT & PERDAGANGAN UMUM Tgl.Reg. oo

JL Musi o, 38 Telp. (031) 5668154, S6A71RY
Fax. (03%) 5630068 \

e SURAT PESANAN
No. . e
Yang bertanda tangan di bawabh ini :
Nama
Adamat Tempat Tinggal

NUI’T\OFTEip. &nmrfnumah 5 et camisamEaiamceraiasarmsaEsmmEEecoseeon & oSO - oKD - B 6 o0 LD

Mengajukan pesanan pembelian rmah pada @

Nama Proyek Lokasi

TYPE & o e, BIOK L Leusas tanah
Cara Pembelian :I Tunai ::' Kredit : Bank
Dengan cara pembayaran sebagal berikut -

Harga jual

Permbayaran Total ... ...,

KPR Dimohon ... e
Uang Muka..........
I'no TANGGAL
1 (il
2
3
4
5
8
L] = % w
1. Apabin torjack penUTTIE iredit yang cimation Barik TRady lnlrl\lm«nnambuhumgmuhmmimmmm
Z tami Dorsedia diryminkan belal, apabia permohonan BB bl Bank Panduiung KPR.
3. Jika karena apapun rmembetelmn difl, karmi bersacka B Babesar
L TP SOOI - - 113 U "
4, Pembayaran dinyataken seh, apablle diakukan di kesir PT. FAKA ADIGRAHA / TRANSFER REKENING BTN

th

sebesar 2 % [dum par mi) per harl darl angsuren yang harug dibaysr.

MO T T o CABANG SURABAYA &/fi. FT. CITRA TAMA ADIGRAHA
. Apabia terjad| ketertambatan pembnnun angsuran dee fgngpel yang telah diterdukan, kami barsadia dikenakan denda

8. Apablia keteriambatan pembayaran angsusan eesebut sampal 30 bari sefk tangoal yang ditemtukan make bersedia

dinystakan batai dan iikenakan denda sebesar tereshut diatms { tem 3 )

7. Herga tidak termasuk BSB / pajak 18in yang diberlakukan pemerdntah
8. Apabite terlad pembatalan siau dibatatkan meke jatuh trmpo Surabays, ... . o
pengembulian uang pembatalsn 1 saty) Bulkn Setelah penandmtanganan Pemesan
syt HenDatalen
9. Pongembatign Liang Muka Akibat Penclakan KPR (pasal 2) matersi G000
dibmymr 100 % tanpa Polongan kecuali Lang Tanda registras Jadi Ap.
Narma Terang
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Lampiran C : Formulir Data Developer dan Pembeli Untuk Mendapatkan

@ PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

KETERANGAN MENGENAI RUMAH DAN PENJUAL RUMAMY
DEVELOPER YANG AKAN DIKAITKAN DENGAN KREDIT.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

i, Hagian Il diisi dan ditanda-tangani olsh pemohon koedit sebagai surat pangantar developer / penjual
rumah.

2. Bagian Ill, dilsi dan ditanda-langani olah daveloper / panjual rumah diseriai pemnyataan persetujuan untuk
mealaksanakan ketentuan-kelentuan / syaral-syarat yang bardaku di BYN, bagi deveioper / penjual nsmah
dengan dukungan Kredit-BTN.

. DWS! OLEH PEMOHON

Dalam rangika memenuhi persyaratan pamohonan Kradi-BTN yang apebila disstujui akan kami gunakan untuk
membel rumah dari Saudara, dengan Inf kami minta kesediaan Saudara untuk mengisi Bagian i dari tormulir ini
sesuai dangan keadaan yang sebanarnya \ermasuk mananda-tanganl pemyataan persetujuan atas syarat dan
ketentuan yang ditetapkan oleh BTN yang bariaku apabila Saudara menjual rumah dengan pembayeran devi
kredit yang kami tefima dari BTH.

NAMA DEVELOPER / ApﬂEJ.NJUAL AUMAH | TYPE YANG AKAN DIBELI PEMOHON / CALON PEMBEL :

PT. Citm Tasa Adigroha AL 220G - Nama  Dermawaz
ALAMAT + J1. Diponogore Nes.22}BEim [ SUDAR [¥] | - ALamat -J1.
g MEMILIH ; - TANDA-TANGAN -
moK:. Lo2. n0 00 | . TancsaL

5. DESI OLEH DEVELOPER / PENJUAL RUMAH

Yang bertanda-tangan dibawah mi:

- Nama 'nmwmmms .................. salaku
- dari . PTCITRATMAN ......... alamat

dangan inl manyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. ®ami bersedia untuk apabila permohonan kredit tersabut diatas disetujui BTN manjual kepada pemohon kradi
tarsabut rumah (dan tanahnya) sebagai berikut :

a Tipe rumah 2% (uas bangunan .....24...... m?, tuas tanah ...20G,5T 7, tenetak di 7 ]

b. Hak tanah pada saat ini ... s P N O

. Harga jual Rp. 22 :310.:0%0, ~  tarmasuk : sertifikal hak ......... ... WS -
epN [ IMB [ _Sambungan stk .. B0 watt |:I air bersih berupa

d Keadaan banguran pada $aat ini
rumah baru siap dikunl dengan fasilitas [ ] . masih belum dilengkapi .............cccvcocccceeeee. L] 8€GANG
dibangun, koadisi ... [J .umah lama siap huni [C] rumah lama memetiukan parbaikan
rumah fama dihurn [ rumah dibangun / muai dibuni tatan e £

e. Terampr kami sampaikan data-dats mengenai rumah tarsebut, sebagai berikut
copy IMB [ . copy serilikat hak tanah / bulkti pemilikan tanah [ ], gambar sttuast setempat [_]

FORM 1-2 / KRP-90 : DI'S| OLEF DEVELOFER / PENJUAL RUMAH YANG DITUNJUK PEMOHON KREDIT.
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. Kami menjamin bahwa bangunan rumab tersebut dibangun dengan cara dan menggunakan bahan-bahan

bangunan yang memenuhi standard, syarat dan ketantuan teknis bangunan yang berlaku d} Indonesia.

. Kami manjamin bahwa perlatakan, status tanab dan pembangunan rumah tersebut dilakukan dangan

mematuhi semua ketentuan dan hukum yang bertaku serta bebas dari senpketa dan babas dari tkatan
jaminan hutang piutang. sehingga kami bersedia untuk dituntit dan / atau menggant kemugian yang
timbu! apabila ada funtutan pibak lain sehingga menimbulkan kenugian plhak pembeii dan / atay BTN,

. Kami menyetujui dilakukannya pemeriksaan / penilaian atas keadzan rumah tersebul olgh BTN dan atau

pihak yang ditunjuk BTN datam rangka menilai kelayakan rumah tersebut sebagai jaminan ates kredit
yang dibarkan kepada pembeli dar urtuk itu kami menyetujui dan mempersilahkarn BTN atau pihak yang
ditunjuk uniuk memaeriksa halaman dan bangunan rumah serta untuk mendapatkan keterangan-ketarangan
yang diperlukan dari kam: atau pihak lain mengenai status keadaan dan hilai rumah tersetul.

- Kami metyelujui dan bersedia memenuhi pengenaan biaya sepertl blaya penifaian {bvaya appraiser),

Imbalah pemfosasan dah pengenaan penahanan dana-dana jaminan (jaminan ketayakan Korstruksi,
jaminan penyelesaian serlifikat hak tanah) sebesar, dalam jangka wakiu serla dengan cara pencairan
sesuai dengan yang bertaku di STH.

. Kami menyetujui untuk pada saatnya menerbitkan Standing Instruclion kepada BTN dalam rangka

pembayaran harga rumah dari realisasi kredit kepada pembali,

Kaml menyetujui dan menjamin bahwa Standing instruction kami terbitkan tersebut adalah syah dan
sepanjang BTN memenuhi Slanding Instruction tarssebut kami sapenuhnya membobaskan STN dari
untulan atad keteibatan apapun yang mungkin timbul dari pihak manapun atas pembayaran tersebut.
Semua hubungan, kerjasama yang kami lakukan dengar pihak lain dalam pengadaan dan panjualan
rumah tersebut adaiah sepenuhnya menjadi tanggung jeweb den urusan kami sendii.

Surabnya, 27 Moveuber ZUCC

Devaloper / Penjual rumah

Keterangen : Harap bubuhi landa-tangan

diatas materai cukup, jabatan
dan cap perisabaan

FORM 1-2 / KRP-80 . D151 OB UEVELORPER / PRNUUAL RUMAH YANG DITUNSUK PEMOHON KHEDT
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Lampiran D : Taksasi Nilai Agunan Rumah Untuk KPR

{ TAKSAS! NILAI AGUNAN

NAMA DEVELOPER : PT. Chira Tama Adigroha

PROYEK PERUMAHAN : Mutiorg Cira Asd Tahap ¥

L OEASI PROYEK : Desa Sumorame Kec. Candi Kab Sidoarjo

T. 54 1 F21 TANGGAL PEMERIKAAAN 1'9<00-2002

BLOISKAVLING = 1501 INomor LPA = 20500
SHGB Na ™™

JEONDES AGUNAN

1. LEGALITAS PROYEK/PERUMANAN Sediftkat ada & 1ME ada

2.  KWALITAS BANGUNAN Bati

3. SARANA PRASAMA Tensadla Jglon . Scluran.

PLN Sermin, LB,
FAES&S.W[AGU&W_UNII; MNILAI AGUMNAR
WAIAR LICLHDAS]

1. TAMAH = 121 x Bp. 200,000 {Rp. 24,200,000 |Rp. 18,150,000
12, BAMOGUNAN = M = Rp 400,000 |#p. 21,600,000 |Rp. 18,200,000
3. SARAMNA PRASARAMNA = fp. 2,000,000 |Rp. 2,000,000 [Rp. 1,500,000
[T . JUMLAN : fic. 47,800,000 |8p. 85,050 000
JKELENC KAP AN DOKLIMEN;

. SERTIFKAT ditahan

2, I1M3 ditahan

3. AR /]

4, JALANSSALURAN Q
I5. PiN dtiohon

6. K/ sighan

ada fidak

1 {Lontai v

2 [Dinding v

i3 {Pintu hd

A Llesrwierka [V

15 {Prafon v
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Lampiran E : Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

PERJANIIAN KREDIT PEMILIKAN RUHAH
ANRTARA
PERUIAHARN PERSEROAN (PERSERQ)Y PT_RANK TARUNGAN NEGARRA
DAN
GERMAWAN CHAHYADT

NO_ &1271 . C . 01811 - 3

Yarng bartanda tangan dibawah ini :

T.

Tpigs

(2)

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)} , berkedudukan di Jakarta Ji.
Gajah Hada No. 1,.berdasarkan Akra Pernyataan Kepitusan Pemegang
Saham Perubahan Anggaran Oasar PT. Bank Tabungan Negara(Persero)
No.25 tanggal 4 3aptember 1998 wang dibuat 4 hadapan 3utiipto. SH,
totaris di Jakarta,vang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Azasi Marnusia RI Na. C-N3%8R8 HT. AL_04_.TH.Z001
tanggal 20 Jdunli 2001, dalam hal ini diwakili oleh AWIEK ARIFIH
bardasarkan surAat Kuasa Oireksi dalam akia Ho.14% tanggal 29
Oktober 1999 | dalam Kedudukannya selaku Kepala Cabang PT. Gank
Tahungan Negara (Persera) di Surabayva,.dengan demikian sesual Pasatl
11 ayart (5),(12) dan Pasal 12 avat {1} huruf d Angparan Dasar ter-
sebut mewakill Direksi dari dan aleh karena 1tu untuk dan atasnama
PT_Bank Tabungan Negara (Persero) salanjutnya disebut RANK

DERMAWAN CHAHMYACT Pekerjaan/Tastansl BTN / PEl AKSANA LIOAN RERVICE
Berzlamat(alamat kantor) PEHUDA NO.50 TLP.5353513%
SURABAYA

tertempat tinggal di KERTAJAYA V A NHO.45-47 TLP_S03SAR1

SURRBAYA -
dalam hal! ini bertindak wuntuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut
DERITUR.
Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk  mengadakan
Perjanjian Kredit, vang selanjutnva disebut Ferjaniian Kredit
Pemilikan Rumah dimana Rank Setuju memberikan pinjaman sejumlah
uang kepada Debhitur dan dengan ini pula ODebitur menyatakan ber-
hutang kepada Rank dengan kKetentuan pokok sebagai berikot -

PASAL 1
JuMiLAaH P TNTAMAN

Besar pokok pinjaman Rp. 39_00Q0.000 -
(#% TIGAPILUH SEMBRILAN 1UTA RUPTAR B# ]

)
Disamping pokok piniaman, jumlah pinjaman meliputi pola pest:ebanan
hunga dan blava-biaya lain yang manurut Perjaniian Kredit inj
harus dilunasi ocleh debitur,tetapi tertunggak.

PASBAL 2. Bunga ... ... .. _,4g
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PASAL 2
DHINGA

Alas  Jumlab pinjamsn balk yang berupa pokok pinjaman maqupun Cam—
hatwnnya vang terjadl karena adanya tunggakan hanga dan  biava-
biaya rarutang, debitur dikepakan bunga sebesar 19.5%0 % per~tahun
Buku bunga sebagaimana  dimaksud dalam avat (1) pasal ini setian
saat dapat barubah, seszual dengan ketentwan Bank.

PASAL 3
PEMRAYARAN KEMBALL KRENTT DAN JANGKA WAKTU KREDIT

Jumlah pinjaman harus dibayar kewball {(dilunasi) aleh Debitur
dengan pemhayaran angsuran bulanan zebagat berikukt =

{8} Angsuran terap.
Apabila berdasarkan cara perhltungan anuitas dan sepanjang
tingkat <suku bunga adalan sama seperti ditetapkan pada avat(l)
pasdal 7 peciapjian ini,maka jumiah angsuran buelanan yang waiih

dibayar aleh Debitur kenada Bank adalah sebasar
Rpb . &R0 ADO -~
(## ENAM RATHS DELAPAN FUJLUH RIBU DELAPAN RATUS RUPTAH BH)

()

satiap bulan dalam Jangka waktu 13  tabun sedemikian  rupéa
sehingga pads akhir  Jangka waktu, wvaitu peda tangga)
___________________________ seluruh pinjaman harus telah di-
lunasi eleh Gebitur.
{b) Angsuran DTP
fApablla berdasarkan cara perhitungan anosuran Diturunkan Pada
Tahun Fertama {0¥P) dan sepanjang tingkat suke bunga adalah
sama seperti ditetapkaan pada ayat (11 pasal 2 perjanjian ini,
maka jumlah angzuran bulanan yang wajib dibavar oleh Gabitur
kepada Bank -
- Untuk tahun gerlama adalah sabesar Rp.
{ )]
Setiar bulannya
- Untuk tahun kedua 4gst. Rp.
{

3
setiap bulan dalam jangka waktu rabun,
sedamikian rupa sehinggs pada akhir jangka wakty yaitu pada
tanggal seluryh »Dinjaman harus telahn oi-

lunasi nleh Debitur.

Dicapainya akhir jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal Inl tidak dengan sendirinya menyebabkan tunasnya
pinjaman, karena pelunasan pinjaman akan bergantung sampal dimana
Debitur telah mambayar dan melunasi seluruh  jumlah pinjamaanya
sebagaimana dibuktikan pada rekening piniaman atas nama hebitur
sesual dengan pencatatan dan pambukuan Rank .

PASAL 4. TANGBAL _,......... a‘—
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PARAL 4
TANGGAL JATUH WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN
BU ANAN DAN DENDA  TURNAGAKAN

Gabitur diwajibkan untuk malunasi kewaiiban angsuran bulananiya
dimuka, sehingga angsuran wuntuk bulan pertama harus  dilunasi
bersamaan dengan penandatanganan Perjaniian Kredit ini, =sedangkan
sngsuran bulan-bulan berikutnya harus sudah dilupasi seltamhat-
lambatnya pada TANGGAL 10 hwulan yvang bersangkutan.

Keterlambatan dalam memenuhi kewaliban angsuran bulanan manyebab-
Kan timbulnya tunggakan.

Keterlambatan pambayaran Kewajiban angsuran bulanan (tunggakan)
vang melebihl tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dikenakan
denda tungoakan sesnal dengan ketentuan yvang dlitetapkan aleh Bank.

Maskipun jangka wektu Kredit sesuaf paral J ayat (1) (a) belum ia-
tuh tampa. apablla  rerdapat  tunagakan angsucan/tonggakan bunga,
debityr tetap dianggap/dinyatakan wan prestasi dan dapat dikenakan
sanksi sesuail ketentuan Bank.
PASAL 5
PROYIST RANK DAN RTAYA LAINNYA
Debitur wa)ib membayar provigi Rank sebesar Rp. 50 . 000 -

{88 TIGA RaTUS GEMRII AN PULUH RIRH RUPTAH ## 1

yaitu sebesar = 1 % dari Rp. 3I9.000_000 _-—

harus diiunasl bersamaan dengsn penandatanganan Porjaniian Kradlt.
Disamping provisi bank, Debitur diwajibkan mambayar biaya-hiaya
1ain yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pangikatan
jaminan kredit yang meliputi antara lain , biazya pembebanan hak -
tanggungan , bilaya takeasi, bisaya akta-akta noraris, blayva dan
premi asuransi atas baramg  jaminan Kredit dan biayva-biaya lain.
seguai dengan ketentuan Bank.

PAZAL &
AGUNAN KRENRTT

Agunan (jaminan) utama atas pinjaman yvang timbul kKarenz Ferjanijan
Kredit ini terletak di wllayah ~==sc———me oo e e
DS SUMORANE CANDT SIDDARIO JATIHA

setempat dikenal sebagail Permmahan PT CITRA TAHAa A_Q

Blok / Kaw. I-5/1 TIPE. 5S¢ /200 dengan bukti kepemilikan
sercifikat/bagian dari seriifikat Hak Guna Hangiman Hak Hli1ik Mo_

Oisamping Jaminan utama sebagaimana dimakeud dalam ayat (1) pasal
int Rank dapal meminta jaminam tambahan lainnva.

Pasal. 7
FeMARGUNAAN PIHIaMAN DaM KUASA

i njaman nokok  sebagaimana  dimaksud dslam pasal 1 ayat (1)
Parjaniian Kredit ini, digunakan cleh Qehitur wpntuk pembelian
sebuah rwnali berikut tanshnya gari PT CITRA TEMA ALG

dengan partelaan sebagal berikot RUMAH DAN TAMAH denagan hacaga jual
sebeasar Rp. 55975 (00 -

127

(8 L IM& PLLUH LIMA JUTA SEMRILAN RATLES TUJUH PULLH L IHA RIGH RUPIAH ki

)
tariel ak separtil tarsehur pads Pasal & avar 1.

[ZY Sesnai
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(2} Sasurki dengan pengagunsan pinjaman sebagimana  dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, dengan penandatanganan Perjaniian Kreait seka-—
iigus Debitur memh=r1 Kuaza yang tIdazk dapal ditarik Kembali
kepada Rank untuk membayvarkan pada saat vany dianggap baik oleh
Rank Jumiah uang yany diperaleh dari piniaman tersebut. kKepada
pihak panjual.

PASAL 8
LATIMN - LATH

{1) Untuk Parjanjian Kredit inl barlaky sepeouhnya ketantuacn dan
syarat-s£yarat vang dimuat pada kKetentuvan Jdan Syarat-syarat Umsm
Perjanilan  Kredit Pemilikan Romah 8Bank Tabungan HNegaraz yang
merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidek terpisshkan dari
Prrjanjian Keedtt ini.

2y Parjanjian Kreair inl wulai berlakuy seiak Jditandatangant oleh
wedua helabh pihak.

{3} setuiu telah membace dan menerima Ketentuan Umusm KPR sesuai pasal
# ayat (1) diatas,

B5 AR 2002

................... OO
j/bJHnK Rnuxq PIHAK DEBTTUR
" 4 ﬁ
{ AWTEK ARTIFIN ) { DERMAWAN CHAHYADY
Nip. 1747

Legalisasi Momor @ 20 . 626

Tfang bertanda tangan dibawabh ini, Myonys LILIA DEVI INDRAWATI Sarjana Huhom,
Wotaris di1 Sidoarioc, senyatakan telah menerangkan 1%1 surat tersebut diatas

kepada :
Nama 1 DERVAMAM CHAHYADS, SH
Pekeriaan Karyawan Swasia

ALl awa t s Jalan Garn VI LK IX, Kelurahan Harjosari.
Yecamatan Medan Amplas, Kabupaten Nedoan.
Fepnghadap dikeral gleh saye, Hataris, sesudah 1iu penghadap tersebut
sesabubthkan tanda ltawgannya pudes surat ini dihadapan saya, HNotaris.

05 AR 20w

Sidgario,:
Notaris di Bidowr)o

Tesis Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan ... Muhammad



	Halaman Judul
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Untitled

